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ABSTRAK

Thalia Aisha Salsabila 1905170205, Analisis Penerapan Akuntansi
Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer Pusat
Pendapatan Pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan. Universitas
Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi FEB UMSU 2023

(Thalia Aisha Salsabila )
1905170205

(thaliaaisha1@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi
pertanggung jawaban diterapkan untuk menilai kinerja manajer pusat pendapatan
pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan dan faktor-faktor penyebab terjadinya
selisih unfavorable. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif,
jenis data yang digunakan adalah sekunder, teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan teknik wawancara dan penelitian bertempat di PT. Perkebunan
Nusantara III Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT.Perkebunan
Nusantara III Medan telah menyusun anggaran penjualan perusahaan dengan baik,
yaitu menyusun dengan metode pendekatan Bottom Up yang proses penyusunan
anggaran melibatkan semua bagian baik bawahan maupun atasan serta
digunakannya anggaran sebagai salah satu alat penilaian kinerja pusat
pertanggungjawaban. Selain itu, penilaian kinerja pusat pendapatan diukur
berdasarkan selisih antara anggaran dan realisasinya, perusahaan juga menerapkan
sistem memberi hukuman dan memberi penghargaan bagi setiap karyawan yang
berkualitas baik maupun tidak baik sesuai dengan hasil yang dicapai.

Kata Kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban, Pusat Pendapatan,
Penilai Kinerja Manajer.
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ABSTRACT

Thalia Aisha Salsabila 1905170205, Analysis Of The Application Of
Responsibility Accounting As a Performance Assessment Tool For Revenue
Center Managers at PT. Perkebunan Nusantara III. Universitas
Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi FEB UMSU 2023

(Thalia Aisha Salsabila )
1905170205

(thaliaaisha1@gmail.com)

This research aims to analyze how accounting is implemented accountability is
applied to assess the performance of revenue center managers at PT Perkebunan
Nusantara III Medan and the factors causing the unfavorable difference. The
method used is descriptive method, The type of data used is secondary, data
collection techniques carried out using interview and research techniques at PT.
Perkebunan Nusantara III Medan. The results of this research indicate that PT
Perkebunan Nusantara III Medan has prepared the company's sales budget well
namely compiling using the Bottom Up approach method which is the preparation
process.The budget involves all parts of both subordinates and superiors as well
the use of the budget as a tool for assessing the performance of the responsibility
center. Apart from that, central performance assessment. income is measured
based on the difference between the estimate and the realization. the company
also implements. The system punishes and rewards every employee with good or
bad qualities according to the results achieved.

Keywords : Responsibility Accounting, Revenue Center, Manager
Performance Appraisal.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan informasi akuntansi yang

berfokus pada pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang terjadi di setiap

perusahaan. Menurut Esni (2019) Akuntansi pertanggungjawaban sudah banyak

digunakan oleh perusahaan karena membuat perusahaan untuk merekam seluruh

aktivitas usahanya, kemudian mengetahui unit yang bertanggungjawab atas

aktivitas tersebut.

Menurut Rudianto (2013:176) akuntansi pertanggungjawaban adalah

system akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggungjawab pada

keseluruhan organisasi, dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat

tanggungjawab itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi

perusahaan yang memiliki tanggungjawab bersangkutan.

Menurut Esni (2019) untuk memenuhi kriteria kinerja para manajer

organisasi melakukan berbagai evaluasi, pengendalian, dari laporan

pertanggungjawaban sebagai pengukur hasil kerja dari tiap bagian yang terkait

kemudian menjadi tolak ukur baik tidaknya kinerja yang dihasilkan dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan sebagaimana mestinya. Dengan diterapkannya

system akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan menyebabkan terciptanya

suatu pengendalian dan pengukuran prestasi kinerja manajer.

Mulyadi (2015:217) mengungkapkan bahwa dalam system akuntansi

pertanggungjawaban, informasi akuntansi dihubungkan dengan manajer yang
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memiliki wewenang atas terjadinya informasi tersebut untuk dimintakan

pertanggungjawaban kepada manajer yang bersangkutan. Penilaian kinerja

manajer dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk evaluasi kualitatif

dan kuantitatif. Beberapa faktor yang sering dipertimbangkan dalam penilaian

kinerja manajer meliputi pencapaian tujuan, kemampuan kepemimpinan,

keterampilan komunikasi, pengembangan tim, inovasi, kualitas pengambilan

keputusan, dan hasil keuangan.

Menurut Bintoro (2017) penilaian kinerja merupakan suatu proses yang

memungkinkan organisasi atau perusahaan mengetahui, mengevaluasi, mengukur

dan menilai kinerja anggotanya secara tepat dan akurat. Kegiatan ini sangat

terkait dan berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan aktivitas-aktivitas

dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena fungsi penilaian kinerja dapat

memberikan informasi penting kepada perusahaan untuk memperbaiki keputusan

dan menyediakan umpan balik kepada para manajer tentang kinerja mereka yang

sesungguhnya.

Menurut Mulyadi kinerja manajer diukur dengan membandingkan

realisasi dengan anggaran, pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber

daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang

ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan

informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mencerminkan ukuran kinerja

manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran.

Menurut Annisa (2019) penganggaran merupakan suatu proses dalam

penyusunan estimasi anggaran perusahaan yang menerapkan prinsip akuntabilitas,

dan dinyatakan dalam ukuran keuangan. Akuntabilitas merupakan salah satu
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bentuk akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi

kinerjanya, manajemen harus melakukan fungsi yang disebut pengendalian.

Pengendalian anggaran adalah rencana yang dijelaskan secara formal dalam

bentuk uang, terperinci untuk mendapatkan hasil penggunaan sumber daya

organisasi selama periode waktu tertentu.

Manajemen membutuhkan anggaran untuk melaksanakan semua

kegiatannya, untuk memastikan sistematis kegiatan, dan sekaligus sebagai

ukuran untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan. Anggaran merupakan

elemen penting dari proses perencanaan dan pengendalian, dimana semua

kegiatan perusahaan dan pusat tanggung jawab direncanakan, sehingga kegiatan

dilakukan sesuai dengan rencana.

Menurut Hastuti Olivia (2019) Pendapatan perusahaan merupakan

penghasilan atau disebut dengan bertambahnya dan terjadi kenaikan terhadap

hasil dan harta yang sudah di peroleh sebuah perusahaan dan terus bisa menjadi

sumber penghidupan dan keberlangsungan sebuah perusahaan demi mencapainya

tujuan perusahaan. Menurut Anggreani (2021:148-156) pendapatan merupakan

salah satu penentu besarnya laba atau rugi dalam perusahaan. Sehingga melalui

laporan pendapatan tersebut akan diketahui selisih dari pendapatan yang bersifat

menguntungkan dan merugikan. Oleh sebab itu, maka perusahaan memerlukan

suatu alat untuk mengukur kinerja manajer yaitu salah satunya dengan

menggunakan system akuntansi pertanggungjawaban.

Menurut Anthony dan Govindaraja (2013:561) jenis-jenis pusat

pertanggungjawaban terdiri dari empat yang digolongkan menurut sifat input dan

output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian yakni: pusat pendapatan,
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pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi Dari jenis pusat pertanggungjawaban

di atas, penulis tertuju pada pusat pendapatan yang di nilai dari laporan

pertanggungjawaban yaitu laporan realisasi anggaran. Dikarenakan pendapatan

perusahaan mengalami penurunan.

PT. Perkebunan Nusantara III Medan merupakan perusahaan yang

bergerak pada bidang perkebunan, pengolahan,dan pemasaran hasil perkebunan.

Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman

kelapa sawit dan karet dengan produk utamanya tanaman kelapa sawit dan karet.

Penulis hanya berfokus pada produk Karet .

Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan direktur utama yang memiliki

wewenang untuk memperkirakan anggaran untuk target penjualan dan

mengevaluasi kinerja manajer pusat penjualan dalam hal memenuhi atau tidak

memenuhi target penjualan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan kebijakan

memberi reward dan punishment manajer saat mengevaluasi kinerja pusat

pendapatan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong para manajer

untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, jika manajer tidak mencapai target

penjualan yang ditetapkan, perusahaan akan memberi punishment, tetapi jika

pendapatan mencapai target penjualan, manajer akan diberi reward berupa

jenjang karir. Punishment dan reward diberikan agar manajer dapat lebih memicu

kinerja mereka dan mencapai tujuan mereka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, anggaran dan realisasi pendapatan

karet PT.Perkebunan Nusantara III Medan selama 5 tahun terakhir dapat disajikan

seperti tabel di bawah ini:
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Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Karet PT. Perkebunan Nusantara III
Medan

Tahun RKAP Realisasi
Pendapatan

Selisih
Pendapatan

Keterangan
Selisih

2018 914.680.232.000 838.984.364.083 - 75.695.867.917 Unfavorable

2019 827.777.182.000 800.315.902.914 -27.461.279.086 Unfavorable

2020 737.166.936.000 797.574.762.172 60.407.826.172 Favorable

2021 992.473.872.000 927.561.647.726 - 64.912.224.274 Unfavorable

2022 1.010.871.860.000 815.272.057.814 - 195.599.802.186 Unfavorable

Dari Tabel 1.1 di atas, pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 anggaran yang

telah disusun oleh manajer pusat pendapatan, pada PT. Perkebunan Nusantara III

Medan tidak mencapai target atau tidak terealisasikan. Sehingga terjadi selisih

yang tidak menguntungkan (unfavorable). Selisih anggaran dapat dikategorikan

menjadi dua, yaitu selisih menguntungkan (favourable) dan tidak menguntungkan

(unfavorable). Menurut Miftahul Ilmiyah (2020), Jika realisasi pendapatan lebih besar

dari anggaran pendapatan hal ini dapat dikatakan menguntungkan (favorable) sebaliknya

jika realisasi pendapatannya lebih kecil dari anggaran pendapatannya maka hal ini

dianggap tidak menguntungkan (unfavorable).

Suwandi (2008) telah melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan

Akuntansi Pertanggungjawabn Sebagai Alat Penilaian Prestasi Manajer” Objek

penelitian tersebut dilakukan di PT.X yang bergerak di bidang industry. Penelitian

tersebut memperoleh hasil bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban

memiliki hubungan yang nyata dengan penilaian prestasi manajer.

Penelitian yang berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban juga

dilakukan oleh Megah Marindah (2009) yang berjudul “Analisis Penerapan
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Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Penilaian Kinerja Manajer Pusat

Pendapatan Pada PT. Astra International, Tbk-Tso Cabang Sisingamangaraja

Medan”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi

pertaggungjawaban pada PT. Astra International, Tbk-Tso Cabang

Sisingamangaraja Medan anggaran pendapatan berfungsi sebagai alat penilaian

kinerja manajer pusat pendapatan, hal ini dilakukan dengan cara menentukan

penyimpangan yang timbul antara anggaran pendapatan dan realisasinya selama

satu periode, penyimpangan tersebut dianalisis dan dijadikan sebagai dasar

evaluasi untuk menilai kinerja manajer pusat pendapatan.

Menurut Alif Irfan Shiddiqi, Robert Lambey (2022) kegiatan penyusunan

anggaran pendapatan dan laporan realisasi pendapatannya merupakan salah satu

alat penilaian kinerja manajer pendapatan dalam perusahaan. Dengan melihat

laporan pertanggungjawaban yang berisikan biaya yang dianggarkan dan biaya

terealisasi kinerja manajer dapat diukur dengan efektif dan efisien. Bila terjadi

penyelewengan atau selisih tidak wajar antara rencana dan laporan

pertanggungjawaban, maka akan lebih mudah untuk mengetahui siapa yang

bertanggungjawab atas selisih yang terjadi. Jika dalam laporan

pertanggungjawaban antara anggaran dan realisasi telah sesuai dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka kinerja manajer baik manajer unit dan general

manajer dapat dikatakan sudah baik. Jika dalam laporan pertanggungjawaban

antara anggaran dan realisasi terdapat selisih yang tidak wajar dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan, maka kinerja manajer dinilai tidak baik dan harus

dilakukan evaluasi kembali.
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Menurut Ari Dwinayanti (2015) Penilaian kinerja manajer menggunakan

target sebagai salah satu alat evaluasi kinerjanya. Hal ini dilakukan dengan cara

menganalisis dan membandingkan antara target dan realisasi, dan hasil dari

perbandingan tersebut akan di peroleh selisih yang disebut penyimpangan dari

target dan realisasinya. Penyimpangan atau selisih dari target dan realisasi dapat

bersifat menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi perusahaan. Dari selisih

yang di peroleh kemudian akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui

penyebab terjadinya selisih tersebut. Penyimpangan yang terjadi setelah dilakukan

analisis dari target dan realisasi akan dapat diketahui apakah penyimpangan

tersebut bersifat menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada PT.

Perkebunan Nusantara III Medan”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah

yang seringtimbul dalam perusahaan, yaitu :

1. Realisasi Pendapatan ada yang tidak mencapai anggaran, yaitu pada

tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022.

2. Selisih anggaran masih ada yang tidak menguntungkan, yaitu pada tahun

2018, 2019, 2021, dan 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah

sebagai berikut:
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1. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat

penilaian kinerja manajer pusat pendapatan pada PT. Perkebunan

Nusantara III Medan ?

2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya selisih unfavorable pada PT.

Perkebunan Nusantara III Medan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban

sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat pendapatan pada PT.

Perkebunan Nusantara III Medan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab selisih unfavorable pada PT.

Perkebunan Nusantara III Medan ?

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan

manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan untuk memperdalam ilmu akuntansi pertanggung

jawaban khususnya dalam mengkaji pertanggungjawaban pusat

pendapatan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi

dan sebagai pelengkap karya pemikiran unntuk kajian mendalam tentang

akuntansi pertanggungjawaban dan untuk mengetahui seberapa besar

peran akuntansi pertanggungjawaban dalam mengevaluasi pengendalian

pusat pendapatan.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk melakukan

penelitian sejenis di masa yang akan datang.
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BAB II

LANDASANTEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Akuntansi Pertanggungjawaban

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Mulyadi (2001) Informasi akuntansi pertanggungjawaban

merupakan aktiva,pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer

yang bertanggungjawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Sistem

akuntansi pertanggungjawaban merupakan tahap perkembangan mutakhir cara

pengendalian biaya yang tidak hanya terbatas pada pengendalian biaya produksi

saja, namun meliputi pengendalian biaya non produksi. Dalam sistem akuntansi

pertanggungjawaban, informasi akuntansi dihubungkan denganmanajer yang

memiliki wewenang atas terjadinya informasi tersebut untuk dimintakan

pertanggungjawaban kepada manajer yang bersangkutan.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode yang menghitung dan

mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang

dibutuhkan manajer untuk pekerjaan pusat pertanggungjawabannya. Sistem ini

dibuat untuk memberikan keleluasaan kepada para manajer untuk mengelola

bagian organisasi yang dipimpinnya. Perhitungan pertanggungjawaban tidak

hanya menunjukkan jumlah penyimpangan yang terjadi, tetapi sangat penting

untuk memberikan informasi tentang bagaimana para pengelola pusat pelaporan

melakukan tugasnya. Dengan adanya informasi ini, diharapkan dapat mendorong

para manajer untuk bekerja lebih efisien dan efektif serta menerapkan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, laba yang
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maksimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa munculnya akuntansi

pertanggungjawaban didasarkan pada suatu konsep manajemen yang

mengharapkan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab yang seimbang dan

pasti untuk mencapai tujuan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban timbul

sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Beberapa definisi

akuntansi pertanggungjawaban menurut para ahli, antara lain :

Menurut Purwanti dan Prawironegoro (2013:203) akuntansi

pertangungjawaban suatu model pengendalian dan evaluasi kinerja anak

perusahaan, cabang, atau suatu devisi yang didasarkan pada wewenang yang

diberikan. Mereka yang diberi wewenang harus membuat laporan secara

akuntansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas wewenang telah

diterima.

Menurut Baldric, dkk (2013:172) akuntansi pertanggungjawaban system

akuntansi yang dirancang sedemikian baik hingga dapat mencatat dan

melaporkan pendapatan dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas

kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi

pertanggungjawaban adalah system proses pengumpulan dan pencatatan atas

kegiatan perusahaan yang terjadi dengan tujuan sebagai alat pertanggungjawaban

hasil kegiatan yang berada dibawah pengawasan dan wewenangnya.

2.1.1.2 Konsep Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Mulyadi (2001) Informasi akuntansi pertanggungjawabn

merupakan keluaran sistem akuntansi pertanggungjawaban. Konsep informasi
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akuntansi pertanggungjawaban telah mengalami perkembanga, sejalan dengan

metode pengendalian biaya yang digunakan dalam perusahaan. Dalam sistem

akuntansi pertanggungjawaban tradisional, informasi akuntansi

pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya

yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab atas pusat

pertanggungjawaban tertentu.

Dengan demikian, tanggungjawab timbul sebagai akibat adanya

pendelegasian wewenang daei suatu tingkat manajemen yang lebih tinggi ke

tingkat manajemen yang lebih rendah. Wewenang yang dimiliki seorang manajer

menjadikannya dalam posisi dapat mengendalikan sesuatu yang berada di bawah

wewenangnya. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan wewenang manajer

tertentu, aktiva, pendapatan, dan biaya dapat dikelompokkan menjadi dua

golongan: 1. Aktiva, pendapatan dan biaya dapat dikelompokkan menjadi dua

golongan. 2. Aktiva, pendapatan, dan biaya tidak terkendalikan oleh manajer

tersebut.

1. Aktiva Terkendalikan

Aktiva terkendalikan bagi seorang manajer pusat pertanggungjawaban

adalah :

a. Aktiva yang pemerolehan dan penggunaannya berada di bawah

wewenang manajer pusat pertanggungjawabn tersebut atau

b. Aktiva yang penggunaannya berada di dalam wewenang manajer

pusat pertanggungjawaban tersebut.

2. Pendapatan Terkendalikan

Pertanggungjawaban pendapatan yang diperoleh suatu pusat
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pertanggungjawaban tidak brgitu sulit pelaksanaannya, karena pendapatan

mudah diidentitikasikan dengan manajer yang bertanggungjawab untuk

memperolehnya.

3. Biaya Terkendalikan

Di dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat

pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya-biaya yang

terkendalikan dengan yang tidak terkendalikan.

2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

2.1.1.3.1 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban

Saat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu

perusahaan, harus terlebih dahulu mengetahui apa tujuan dari akuntansi

pertanggungjawaban. Menurut Hansen (2013:558) akuntansi pertanggungjawaban

bertujuan memengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau

kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Lubis (2011:204) tujuan akuntansi pertanggungjawaban

memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah

memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan

secara menyeluruh. Berdasarkan tujuan-tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa

tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengevaluasi hasil kerja suatu

pusat pertanggungjawaban dalam rangka meningkatkan operasional perusahaan

di masa yang akan datang.

2.1.1.3.2 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dan bermanfaat

bagiperusahaan besar yang kegiatan usahanya memerlukan pembagian tugas dan
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tanggung jawab. Menurut Mulyadi (2001) Informasi pertanggungjawaban yang

berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai : 1. Penilaian kinerja pusat

pertanggungjawaban. 2. Pemotivasi manajer. Menurut Hansen dan Mowen

(2015:118) manfaat penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu

perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusun anggaran.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk

memperjelas peran seorang manajer dalam penyusuanan anggaran,

seperti ditetapkan oleh siapa anggaran tersebut atau dari pihak mana

yang bertanggungjawab atas pemakaian anggaran dan pelaksanaan

kegiatan dalam pencapaian tujuan perusahaan, serta ditetapkan sumber

daya yang disediakan bagi masing-masing pemegang tanggungjawab.

2. Sebagai alat penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban.

Penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam

melaksanakan peran yang mereka miliki dalam organisasi. Manajer

pusat pertanggungjawaban akan diberi wewenang dalam menjalankan

tanggungjawab dan pencapaian sasaran yang diberikan oleh

manajemen puncak. Manajer harus melaporkan pertanggungjawaban

atas kinerja mereka pada akhir periode. Adanya tanggungjawab yang jelas,

maka kinerja manajer akan lebih mudah dinilai.

3. Sebagai pemotivator manajer.

Akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk memotivasi manajer

dalam melakukan tindakan koreksi atas penyinpangan atau prestasi

yang tidak memuaskan di dalam departemen masing-masing. Dalam

akuntansi petanggungjawaban digunakan untuk memotivator manajer
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yaitu reward dan punishment.

2.1.1.4 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban mengenalkan pusat pertanggung

jawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, kelompok

kerja, atau individu. Terlepas dari unit pusat pertanggungjawaban yang dibentuk,

sistem akuntansi pusat pertanggungjawaban mendistribusikan tanggung jawab

kepada orang yang berwenang.kewajiban terbatas pada unit moneter (biaya).

Menurut Mulyadi, (2016:186) sistem akuntansi pertangggungjawaban

memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.

2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang

bertanggungjawabatas pusat pertanggungjawaban tertentu.

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan

anggaran

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman

berdasarkankebijakan manajemen yang lebih tinggi.

Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditentukan, sistem

akuntansi pertanggungjawaban mensyaratkan penentuan biaya standar sebagai

dasar penganggaran. Anggaran berisi biaya standar yang diperlukan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Biaya standar anggaran mengukur

efektivitas manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan dalam anggaran.

Pelaksanaan anggaran adalah penggunaan sumber daya oleh kepala pusat

tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran.
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Penggunaan sumber daya tersebut diukur dengan data akuntansi pertanggungjawaban,

yang mencerminkan kinerja pengawas pusat pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan

anggaran. Informasi akuntabilitas memberi setiap manajer yang bertanggung jawab

informasi aktual dan informasi biaya yang dianggarkan sehingga setiap manajer dapat

bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan memantau pelaksanaan anggarannya.

Sistem reward dan punishment dirancang untuk memotivasi manajer

mengontrol biaya untuk mencapai standar biaya yang dianggarkan. Berdasarkan evaluasi

alasan penyimpangan biaya aktual dari biaya yang dianggarkan, pengawas diberi reward

dan punishment sesuai dengan sistem penghargaan dan hukuman yang ditentukan secara

individual.

2.1.1.5 Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggung jawaban

Menurut Mulyadi (2016:218) mengemukakan bahwa akuntansi

pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik jika didukung oleh syarat-

syarat berikut:

1. Struktur Organisasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus

menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang, dan posisi yang jelas

untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Struktur organisasi

harus menggambarkanpembagian tugas dengan jelas sehingga wewenang

akan mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan

tanggung jawab adalah sebaliknya.

2. Anggaran

Setiap pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggung jawaban

harus turut serta dalam penyusunan anggaran. Karena anggaran tersebut

merupakangambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan
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dan sekaligus dasar dalam penilaian kinerja.

3. Penggolongan Biaya

Penggolongan biaya ke dalam kategori biaya terkendalikan dan tidak

terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban,

karena manajer tidak dapat mengendalikan semua biaya yang terjadi di

dalam satu bagian. Oleh karena itu, hanya biaya-biaya yang terkendalikan

yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer.

4. Sistem Akuntansi Biaya

Setiap tingkat manajemen dalam perusahaan merupakan pusat biaya dan

akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang

dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan.

Selanjutnya, biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan

manajer. Maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan

tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi.

5. Sistem Pelaporan Biaya

Bagian akuntani biaya setiap bulannya membuat laporan

pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya yang isi laporan

tersebut akan disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan

menerimanya.

2.1.1.6 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Dasar

Penyusunan Anggaran

Menurut Mulyadi (2001) Proses penyusunan anggaran pada dasarnya

merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan.

Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam

melaksanakan sebagian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan dan di tetapkan
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pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk

memungkinkannya melaksanakan perannya. Dengan demikian anggaran berisi

informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang

disediakan selama setahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk

mencapai sasaran perusahaan.

2.1.1.7 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Penilai

Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban
Menurut Mulyadi (2001) Informasi akuntansi pertanggungjawaban

merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian

aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara

informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan

realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi

setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya yang menjadi

tanggungjawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan

dan atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggungjawab.

Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban

mencerminkan skor yang dibuat oleh setiap manajer dalam menggunakan

berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam

mencapai sasaran perusahaan.

2.1.2 Pusat Akuntansi Pertanggungjawaban

2.1.2.1 Pengertian Pusat Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Samry (2015:262) pusat Akuntansi Pertanggungjawaban

merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya

biaya, perolehan, atau penggunaan dana investasi. Menurut Anthony (2013:171)

Pusat pertanggungjawaban (resposibility center) merupakan organisasi yang
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dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang

dilakukan.

2.1.2.2 Sifat Pusat Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Anthony (2013:172) pusat tanggungjawab muncul guna

mewujudkan satu atau lebih maksud, yang disebut dengan cita-cita. Perusahaan

secara keseluruhan memiliki cita-cita dan manajemen senior menentukan

sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Tugas berbagai pusat

pertanggungjawaban perusahaan adalah mengimplementasikan strategi. Karena

setiap organisasi merupakan kumpulan pusat pertanggungjawaban, maka apabila

setiap pusat pertanggungjawaban telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita

organisasi juga telah tercapai. Berikut ini gambaran tentang sifat pusat

pertanggungjawaban.

Gambar 2.1
Pusat Pertanggungjawaban Sebagai Suatu Sistem

Sumber : Mulyadi (2001:422)

Gambaran sifat pusat pertanggungjawaban menggambarkan bagaimana

masing- masing pusat pertanggungjawaban bekerja untuk memperoleh

kontribusinya berupa bahan baku, tenaga kerja dan jasa. Menggunakan modal

kerja (seperti persediaan, piutang), peralatan dan aset lainnya. Pusat
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pertanggungjawaban melakukan aktivitas tertentu yang tujuan utamanya adalah

mengubah input menjadi output, baik berwujud (misalnya barang) maupun tidak

berwujud (misalnya jasa). Di pabrik, produksi berlangsung dalam bentuk barang.

Pada unit personalia seperti unit personalia, transportasi,

perencanaan, akunting dan administrasi, keluarannya berupa pelayanan. Produk

(seperti barang dan jasa) yang dihasilkan oleh satu pusat pertanggungjawaban

kemudian dapat dipindahkan ke pusat pertanggungjawaban lainnya, di mana

keluarannya menjadi kontribusi atau dapat dipasarkan ke organisasi secara

keseluruhan.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban

Menurut Samryn (2012:262) pusat pertanggungjawaban merupakan

bagian yang ada didalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya,

perolehan, atau penggunaan dana investasi. Ada empat jenis pusat

pertanggungjawaban, digolongkan menurut sifat input dan/atau output moneter

yang diukur untuk tujuan pengendalian menurut Anthony dan Govindarajan

(2011:175)

1. Pusat pendapatan (Revenue Center)

2. Pusat biaya (Cost Center)

3. Pusat laba (Profit Center)

4. Pusat investasi (Investment Center)

1. Pusat pendapatan

Di pusat pendapatan suatu output (yaitu, pendapatan) diukur secara moneter,

akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input

(yaitu, beban atau biaya) dengan output. Pada umumnya, pusat pendapatan

merupakan unit penjualan/pemasaran yang tak memiliki wewenang untuk
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menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok

penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan

aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap

bertanggung jawab atas biaya yang terjadi secara langsung didalam unitnya,

akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan.

2. Pusat biaya

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur

secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat biaya (cost center)

manajer departemen ataudivisi diserahi tanggung jawab untuk

mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil

keputusan- keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut, pusat biaya

merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara

luas. Hal ini karena bidang-bidang dimana manajer mempunyai

tanggungjawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat

pada sebagian besar perusahaan. Besar atau kecilnya pusat

peertanggungjawaban tergantung pada aktivitas-aktivitasnya.

3 Pusat laba

Ketika kinerja finansial suatu pusat pertanggungjawaban diukur dalam

ruang lingkup laba (yaitu, selisih antara pendapatan dan biaya), maka

pusat ini disebut sebagai pusat laba (profit center). Laba merupaka

ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen

senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif,

dibandingkan jika harus membandingkan beberapa indikator (beberapa

diantaranya menunjuk kearah yang berbeda).

Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan
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dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh

karena itu dalam pusat laba, masukan maupun keluarannya diukur dalam satuan

rupiah untuk menghitung laba yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya.

Suatu pusat pertanggungjawaban merupakan pusat laba jika manajemen puncak

menghendaki untuk mengukur keluaran pusat pertanggungjawaban tersebut

dalam satuan rupiah dan manajer pusat pertanggungjwaban tersebut diukur

kinerjanya atas dasar selisih antara pendapatan dan biayanya.

4 Pusat investasi

Dimana unit usaha yang lain, laba dibandingkan dengan aktiva yang

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Pusat pertanggungjawaban

ini disebut dengan pusat investasi. Ukuran prestasi manajer pusat

investasi dapat berupa rasio antara laba dengan investasi yang digunakan

untuk memperoleh laba tersebut.

2.1.2.4 Hubungan Struktur Organisasi dengan Pusat

Pertanggungjawaban

Struktur organisasi merupakan bagian penting dari perhitungan

akuntabilitas karena struktur organisasi mencerminkan pembagian kekuasaan

dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan

pendelegasian wewenang dengan memberikan tugas-tugas khusus kepada

manajemen bawahan untuk memudahkan pembagian kerja.

Ada dua tipe struktur organisasi yang berkaitan dengan pusat-pusat

pertanggungjawaban, yaitu:

1. Organisasi Fungsional

Organisasi Fungsional termasuk gagasan tentang seorang manajer yang
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Manajemen
Perusahaan

membawa keahlian pada keputusan yang terkait dengan fungsi tertentu, sebagai

lawan dari seorang manajer yang tidak memiliki keahlian. Dalam organisasi yang

berfungsi, pembagian pusat pertanggungjawaban didasarkan pada fungsi, yaitu.

fungsi produksi, fungsi penjualan (pemasaran), dan fungsi administrasi.

Gambar 2.2

Organisasi Fungsional

2. Organisasi Divisional

Dalam organisasi divisi, pembagian organisasi berdasarkan divisi, dan

di bawah masing-masing divisi berdasarkan aktivitas. Direktur perusahaan

bertanggung jawab atas seluruh perusahaan dan diberi wewenang penuh untuk

membuat keputusan investasi, dengan masing-masing divisi hanya

bertanggung jawab atas bidang operasinya sendiri. Dalam jenis organisasi ini,

setiap departemen adalah pusat laba dan akhirnya menjadi pusat investasi,

sedangkan fungsinya adalah pusat biaya dan pendapatan.
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Gambar 2.3

Organisasi Divisional

Dalam hubungannya mengenai pusat tanggungjawab, struktur

organisasi harus dianalisis untuk mengidentifikasi kemungkinan kelemahan

dalam pendelegasian wewenang. Jaringan pusat pertanggungjawaban dapat

menjadi alat yang efektif untukmengelola organisasi jika struktur organisasi yang

mendasarinya diorganisasikan secara rasional. Struktur organisasi menurut

konsep tanggung jawab adalah struktur yang menawarkan kemungkinan

subordinasi otonomi (desentralisasi) dan yang secara jelas memisahkan

wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing subdivisi yang ada. Kondisi

ini merupakan syarat dasar penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai

pusat pertanggungjawaban.

2.1.3 Anggaran Penjualan Pusat Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian Anggaran

Menurut Munandar (2015:11) menyatakan bahwa anggaran yaitu suatu
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rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan

perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk

jangka periode tertentu yang akan datang. Menurut Nafarin (2015:11)

mendefinisikan bahwa anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga

dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Dalam kasus pusat pertanggungjawaban, struktur organisasi harus

dianalisis untuk mengidentifikasi kemungkinan kelemahan dalam pendelegasian

wewenang. Jaringan pusat pertanggungjawaban dapat menjadi alat yang efektif

untuk mengelola organisasi jika struktur organisasi yang mendasarinya

diorganisasikan secara rasional. Struktur organisasi menurut konsep tanggung

jawab adalah struktur yang menawarkan kemungkinan subordinasi otonomi

(desentralisasi) dan memisahkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab

dari masing-masing subunit yang ada. Kondisi ini merupakan syarat mendasar

bagi penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pusat

pertanggungjawaban.

2.1.3.2 Manfaat Anggaran

Anggaran dalam organisasi mempunyai tujuan dan manfaat yang

banyak bagi manajemen saat mengendalikan organisasinya. Menurut Nafarin

(2015:19) dalam bukunya penganggaran perusahaan, yaitu:

1.Semua kegiatan dapat mengarah pada tujuan bersama.

2.Dapat digunakan sebagai alat penilaian karyawan.

3.Dapat digunakan sebagai alat motivasi karyawan.

4.Menimbulkan tanggungjawab tertentu kepada karyawan.
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5.Menghindari pemborosan damm pembayaran yang kurang di perlukan.

6.Manfaatkan sumber daya seefisien mungkin.

7.Sebagai alat pendidikan pagi para manager.

2.1.3.3 Penyusunan Anggaran

Proses penganggaran pada dasarnya adalah proses mendefinisikan

peran untuk mencapai tujuan perusahaan. Penganggaran menentukan siapa yang

akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan

perusahaan, danjuga menentukan sumber daya yang akan diberikan kepada para

pemain peran untuk memenuhi tugas mereka. Sumber daya yang dimaksudkan

agar manajer dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan

perusahaan diukur dalam bentuk informasi akuntansi dengan menggunakan

satuan moneter standar.

Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya dimungkinkan jika

terdapat informasi akuntansi yang bertanggung jawab yang mengukur perbedaan

nilai sumber daya yang diberikan kepada manajer yang terlibat dalam pencapaian

tujuan yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran. disesuaikan dengan

karakteristik pusat pertanggungjawaban. Menurut Nafarin (2013:166) definisi

anggaran penjualan sebagai berikut. anggaran jualan merupakan rencana tertulis

yang dinyatakandalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada

periode tertentu. Penganggaran berdasarkan kemampuan manajemen masing-

masing pusat pertanggungjawaban menghasilkan nilai kinerja yang tidak sesuai

dengan kinerja pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya diukur.

Menurut Sodikin (2015:191) proses penyusunan anggaran dapat dilihat

sebagai berikut :
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1 .Demokrasi atau BottomUp

Dalam metode ini anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan.

Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan

sepenuhnya menyusun anggaran yang akan dicapainya di masa yang akan

datang. Metode ini tepat digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan

dalam menyusun anggaran dantidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses

lama dan berlarut.

2. Campuran atau Top Down dan BottomUp

Metode ini adalah campuran dari kedua metode di atas. Disini perusahaan

menyusun anggaran dengan memulainya dari atas dan kemudian selanjutnya

dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi ada pedoman dari

atasan atau pimpinan dan dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan pengarahan

atasan. Dalam kegiatan penjualan produk, penganggaran penjualan merupakan

ujung tombak dalam memperoleh laba yang maksimal.

Anggaran penjualan adalah anggaran yang sangat penting untuk

menentukan penjualan dan pendapatan yang realistis dan dukungan terpenting

untuk membuat rencana anggaran yang komprehensif bagi perusahaan. Karena

jika anggaran penjualan tidak realistis atau terlalu percaya diri, sebagian besar

rencanalaba secara keseluruhan juga akan tetap tidak realistis.

Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah:

1. Untuk mengurangi ketidakpastian masa depan

2. Memasukkan perkiraan / keputusan manajemen ke dalam proses

perencanaan

3. Untuk memberikan informasi dalam pengendalian perencanaankinerja.
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4. Untuk memfasilitasi manajemen penjualan

Anggaran penjualan yang lengkap harus menunjukkan ikhtisar sebagai

berikut:

1. Penjualan dirinci berdasarkan bulan, kuartal, semester dan tahun.

2. Penjualan dibagi menurut jenis produk

3. Penjualan dilakukan menurut wilayah pemasaran

Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila perkiraan yang diberikan

di dalamnya cukup akurat sehingga tidak menyimpang dari realisasi. Membuat

anggaran penjualan yang baik membutuhkan pengetahuan, informasi dan

pengalaman yang harus diperhitungkan saat menyusun anggaran. Berikut adalah

faktor-faktor yang harus di pertimbangkan untuk menyusun anggaran penjualan.

Menurut Nafarin (2013:168) yaitu:

1. Faktor pemasaran

Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan seperti:

a.Luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional.

b.Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoly, ataubebas.

c.Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli

konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri.

2.Faktor keuangan (modal kerja)

Faktor keuangan (modal kerja) yang perlu diperhatikan perusahaan antara

lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung mencapai target

penjualan yang dianggarkan. Seperti untuk membeli bahan baku, membayar

upah, biaya promosi produk dan lain-lain.

3.Faktor ekonomis
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Faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan

meningkatknya penjualan berarti meningkatkan laba (rentabilitas), atau

sebaliknya.

4.Faktor teknis

Faktor teknis yang perlu diperhatikan antara lain:

a.Kapasitas terpasang, seperti apakah mesin dan alat mampu memenuhitarget

penjualan yang dianggarkan

b.Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah

5.Faktor kebijakan perusahaan

Faktor kebijakan perusahaan seperti kebijakan membuat produk dengan

kualitas nomor satu, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomordua

dan nomor tiga menjadi tertutup.

6.Faktor perkembangan penduduk

Faktor perkembangan penduduk juga memengaruhi anggaran, misalnya

peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan

dan lain-lain.

7.Faktor kondisi Negara

Faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan juga

memengaruhi penjualan.

8.Faktor lainnya

Faktor lainnnya yang perlu diperhatikan seperti apakah pada musim tertentu

anggaran ditambah atau sampai berapa lama anggaran yang disusun dapat

dipertahankan.

Menurut Rahayu dan Andry (2013:38-39) terdapat dua faktor yang
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mempengaruhi dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu :

1. Faktor internal perusahaan

Merupakan segala data, informasi, dan pengalaman yang diperoleh dari dalam

perusahaan itu sendiri, seperti:

a. Data mengenai tingkat penjualan tahun-tahun sebelumnya.

b. Kebijakan peruahaan dalam menetapkan harga jual produk.

c. Kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan.

d. Kegiatan promosi produk dan iklan produk yang direncanakan.

e. Dukungan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan baik

kemampuan (skill) maupun dari segi jumlahnya.

f. Dukungan sumber daya modal yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Faktor Eksternal

Merupakan segala faktor dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi

perusahaan, misalkan :

a. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi secara umum.

b. Kecenderungan ekonomi pada industry yang dihasilkan oleh

perusahaan.

c. Keadaan persaingan di pasar dan posisi perusahaan dalam

persaingan.

d. Faktor musim.

e. Tingkat pertumbuhan penduduk.

f. Tingkat penghasilan masyarakat.

g. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan oleh

perusahaan.
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h. Keadaan sosial budaya, politik, hukum dan keamanan.

i. Selera konsumen.

Sebelum menyusun anggaran penjualan, pada umumnya perusahaan

akanmembuat ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah dasar dari anggaran

penjualan, dimana pada akhirnya merupakan dasar untuk semua anggaran

operasional dan anggaran keuangan. Ramalan penjualan menurut Nafarin

(2013:96) merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di

masa yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang

pernah terjadi dan atau mungkin terjadi.

Selain itu, Subagyo (2013:1) forecasting adalah peramalan (perkiraan)

mengenai sesuatu yang belum terjadi. Dari pengertian di atas, dapat diketahui

bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan mengenai penjualan di masa

mendatang. Biasanya, setelah anggaran penjualan disusun, dilakukan review atau

revisi terhadap anggaran tersebut. Perkiraan ini dibuat oleh Panitia Anggaran.

Sebagai panitia evaluasi, tugas panitia anggaran adalah mengoreksi perbedaan

yang ada, bila perlu melakukan perubahan antara anggaran penjualan yang telah

disusun dengan perbedaan yang ada, serta merekonsiliasi anggaran yang diajukan

dengan perbedaan yang diselidiki. Pada tahap terakhir, panitia anggaran

menyiapkan anggaran penjualan yang dinegosiasi ulang. Anggaran akhir ini

disampaikan kepada CEO atau Dewan Direksi untuk disetujui. Menurut Tasya

(2022) berikut merupakan contoh Tabel Pendapatan dan Realisasi yang lengkap.

2.1.4 Peniliaian Kinerja

2.1.4.1 Pengertian Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Mulyadi (2001) Penilaian kinerja adalah penentuan secara
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periodic efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan

karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan

sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalnkan oleh manusia, maka

penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam

melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi. Oleh karena itu,

jika informasi akuntansi dipakai sebagai salah satu dasar penilaian kinerja, maka

informasi akuntansi yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah informasi

akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan individu yang memiliki peran

tertentu dalam organisasi.

Menurut Tasya dan Laylan (2022) Keadaan setelah anggaran merupakan

indikator penting untuk mengukur kinerja manajemen dan departemennya.

Pengukuran kinerja penting dilakukan untuk menilai peran organisasi dan

manajer dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut Marwansyah

(2016:232) Penilaian kinerja adalah uraian sistematis tentang kekuatan atau

kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau suatu

kelompok. Penilaian kinerja mau tidak mau diperlukan dalam perusahaan, karena

penilaian kinerja adalah ukuran para manajer dan supervisor dalam pelaksanaan

kekuasaan yang dialihkan kepada mereka. Kinerja keuangan perusahaan

merupakan pencapaian yang dicapai perusahaan di bidang keuangan selama

periode tersebut.

Menurut Mulyadi (2001) Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan

dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku
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yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang

semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta

penghargaan, baik yang bersifat intrinsic maupun ekstrinsik.

Menurut Fitriani (2013) kinerja keuangan dapat diketahui bahwa gambaran

prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik

menyangkut aspek keuangan, aspek teknologi maupun aspek sumber daya

manusianya. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan

untuk mencapai tujuan organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah

ditentukan sebelumnya untuk mencapai aktivitas dan hasil yang diinginkan.

Standar dapat berupa kebijakan manajer atau rencana formal yang ditetapkan

dalam anggaran. Menurut H. Masrayani (2018) penilaian kinerja pegawai

mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

1) mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai,

2) sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya

penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja,

3) sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawaiseoptimal

mungkin,

4) mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antaratasan

dengan bawahan,

5) mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang

kepegawaian, khususnya kinerja pegawai dalam bekerja,

6) secara pribadi, karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya

sehingga dapat memacu untuk berkembang. Bagi atasan yang menilai

akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan/pegawainya, sehingga
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dapat lebih memotivasi pegawai

7) hasil penilaian kinerja dapat bermanfaat bagi penelitian dan

pengembangan di bidang kepegawaian

Menurut H. Masrayani (2018) Manfaat dari penilaian kinerja pegawai yang

dirasakan oleh pemimpin atau pemilik perusahaan, antara lain:

a. dokumentasi mengenai hasil penilaian kinerja bisa digunakan untuk

kepentingan hukum,

b. hasil penilaian dapat dijadikan dasar rasional dalam menentukanbonus

yang akan diterima oleh pegawai,

c. memberikan feedback kepada pegawai dan

d. disamping untuk keperluan penilaian individu, penilaian kinerja

diharapkan juga memberikan penilaian terhadap sejauh mana sikap dan

kemampuan individu dalam melakukan kerjasama dalam tim.

Manfaat penilaian kinerja yang dirasakan oleh pegawai, diantaranya

a. feedback hasil penilaian memang dibutuhkan dan diinginkan oleh

pegawai,

b. untuk memperbaiki kinerja memerlukan assessment,

c. demi keadilan dalam pemberian kompensasi dan promosi di antara

pegawai memang perlu dilakukan penilaian yang tepat untuk bisa

membedakan mana yang kinerjanya baik dan mana yang kinerjanya

kurang baik dan

d. assessment dan penghargaan terhadap tingkat kinerja seseorang melalui

penilaian yang objektif akan dapat memotivasi pegawai meningkatkan

kinerjanya.
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Menurut Mulyadi (2001) Manfaat Penilaian Kinerja untuk :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui

pemotivasi karyawan secara maksimum.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkut dengan kaeyawan

seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan

dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program

pelatihan karyawan.

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan

mereka menilai kinerja mereka.

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

2.1.4.2 Tahap Penilaian Kinerja

Menurut Mulyadi (2001) Penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua

tahap utama : tahap persiapan dan tahap penilaian. Tahap persiapan terdiri dari

tiga tahap rinci :

1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang

bertanggung jawab.

2. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja.

3. Pengukuran kinerja sesungguhnya.

Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci :

1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.

2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja

sesungguhnya dari yang di tetapkan dalam standar.
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3. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan

untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

2.1.4.3 Ukuran Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan

Menurut Mulyadi (2001) Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran

kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan. Jika pusat pendapatan hanya

menjual produk atau jasanya kepada pihak luar perusahaan, pengukuran pendapatan

dilaksanakan dengan mudah, yaitu dengan cara mengalikan kuantitas produk atau jasa

yang dijual dengan harga jual yang dibebankan kepada pelanggan.

Masalah akan timbul jika pusat pendapatan mentransfer produk atau jasanya

kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan. Masalah yang timbul adalah

apakah pendapatan dari transfer produk atau jasa ke pusat pertanggungjawaban lain

dalam perusahaan tersebut diperhitungkan sebagai pendapatan pusat laba dan pada harga

transfer berapa harga diperhitungkan sebagai beban pusat pertanggungjawaban yang

menerima transfer. Untuk pengukuran kinerja pusat pendapatan, seluruh pendapatan, baik

yang berasal dari transaksi penjualan produk atau jasa kepada pusata pertanggungjawaban

lain dalam perusahaan, dipakai sebagai tolak ukur kinerja manajer pusat pendapatan.

Menurut (Rosida Maedina 2015) Setiap enam bulan sekali, perusahaan

melakukan evaluasi terhadap kinerja pusat pendapatan melalui laporan

pertanggungjawaban pusat pendapatan. Laporan pertanggungjawaban

tersebut berisi anggaran, realisasi, dan selisih (varian) yang terjadi pada

semester tersebut. Tujuan dilakukan penilaian kinerja dalam perusahaan

adalah untuk mendorong perilaku kerja yang baik, memuaskan pimpinan,

pelanggan, dan para karyawan melalui suatu proses kerja yang terstruktur

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan ke depannya.

Menurut Jayakusumah (2016) pengukuran kinerja merupakan proses penilaian

tentang kemajuan pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau sekelompokorang dalam
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suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam

upaya mencapai tujuan organisasi. Untuk menilai kinerja, setiap pusat

pertanggungjawaban dibutuhkan alat ukur kinerja yang akurat, maka dari itu, dapat

diketahui jika terjadi penyimpangan dari sasaran yang telah ditentukan. Ada tiga jenis

pengukuran yang umum digunakan:

1) Pengukuran Individual

Hanya satu patokan yang digunakan, misalnya: pusat pendapatan (yaitu

departemen penjualan dan pemasaran) yang kinerjanya diukur hanya dengan

volume (nilai) penjualan.

2) Pengukuran Berganda

Tolok ukur yang digunakan lebih dari satu cara, misalnya kinerja pusat

pendapatan diukur berdasarkan jumlah item yang terjual, nilai penjualan,

struktur pemesanan, pembagian wilayah penjualan, kelancaran penerimaan

piutang.

3) Pengukuran Gabungan

Tolok ukur digunakan dalam banyak hal, misalnya: kinerja unit laba (direktur

atau kepala divisi) diukur berdasarkan laba, peningkatan pangsa pasar,

kualitas produk, fleksibilitas produksi, pekerjaan selama beberapa tahun

kantor disiplin dan efisiensi.

2.1.5 Pusat Pendapatan

Pusat pendapatan adalah pusat tanggung jawab yang tugas utamanya

adalah menarik pendapatan ke perusahaan. Di perusahaan industri dan komersial,

pusat laba adalah bagian dari penjualan. Menurut R Situmorang, (2020) pusat

pendapatanmerupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang

prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat
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pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pendapatan bertujuan untuk

memaksimumkan pendapatan.

Menurut Mulyadi (2001) Dalam organisasi yang berfungsi, departemen

pemasaran adalah pusat pendapatan. Dalam organisasi industri, departemen

pemasaran juga merupakan pusat pendapatan. Setiap pusat pendapatan juga

merupakan pusat biaya karena mereka mengeluarkan biaya untuk menghasilkan

pendapatan. Namun, biaya ini tidak diukur. Bagian pemasaran juga tidak dibebani

dengan harga pokok penjualan. Manajer pusat pendapatan tidak mengetahui

bahwa pendapatan dan biaya harus dibandingkan untuk membuat keputusan

yang optimal. Dengan demikian, keputusan yang ada tidak dapat dibuat oleh

pusat laba, yang pada gilirannya tidak dapat membuat keputusan tentang harga

jual. Kinerja keuangan pusat penjualan dapat diukur berdasarkan pendapatan

yang diperoleh, yaitu. rasio unit yang terjual dengan harga jual. Penetapan suatu

kesuksesan pusat pendapatan bisa dilakukan dengan cara melihat selisih antara

realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

2.1.6 Contoh Perhitungan Akuntansi Pertanggungjawaban

Contoh Soal Perhitungan

Misalnya Departemen Listrik menghasilkan listrik umtuk memenuhi

kebutuhan dua Departemen produksi A dan B, Kapasitas Departemen Listrik per

tahun adalah 180.000 kwh dengan jumlah biaya produksi listrik sebesar Rp60.000

yang terdiri dari biaya tetap Rp.40.000 dan biaya variabel Rp.20.000. Kebutuhan

minimum Departemen A dan Departemen B berturut-turut 50.000 kwh dan 30.000

kwh per tahun. Alokasi biaya Departemen Listrik dapat dilakukan dengan 3 cara,

yang masing-masing cara dapat digunakan untuk memotivasi manajemen untuk
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berprestasi disajikan dalam Gambar di bawah

DATA DEPARTEMEN LISTRIK
Biaya tetap Rp40.000

Biaya variabel - 20.000

Total biaya produksi listrik per tahun Rp60.000

Data pemakaian listrik per tahun

Kapasitas yg tersedia 180.000 kwh

Kebutuhan pokok Departemen:

A 50.000 kwh

B 30.000 kwh

80.000 kwh

Kapasitas yg bebas pemakaiannya 100.000 kwh

METODE PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB BIAYA LISTRIK

Metode 1 Pembebanan Berdasar Kapasitas Pelayanan

Departemen A = (50.000:80.000)xRp60.000 Rp37.500

Departemen B = (30.000:80.000)xRp60.000 Rp22.500

Rp60.000

Metode 2 Pembebanan Berdasar Kapasitas Pelayanan dan Pemakaian

Departemen A

Biaya tetap = (50.000:80.000)xRp40.000 Rp25.000 +

Biaya Variabel (Rp20.000:100.000) Rp0,20 per kwh

Departemen B

Biaya tetap = (30.000:80.000)xRp40.000 Rp15.000 +

Biaya variabel (Rp20.000:100.000) Rp0,20 per kwh

Metode 3 Pembebanan Berdasar Pemakaian

Departemen A (Rp60.000:180.000) Rp0,333 per kwh

Departemen B (Rp.60.000:180.000) Rp0,333 per kwh
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Gambar 2.4
Pembebanan Tanggungjawab

Pembebanan Tanggung Jawab Biaya dan Perilaku yang Dituju

Biaya Departemen Listrik dalam contoh di atas dapat di tetapkan sebagai

tanggung jawab penuh manajer Departemen Listrik, dan tidak dialokasikan ke

departemen produksi yang memakai listrik, atau dapat dialokasikan ke

departemen-departemen pemakai dengan dasar alokasi tertentu. Alternatif yang

dipilih akan berdampak terhadap perilaku, oleh karena itu, manajemen dapat

memilih alternatif dengan dilandasi perilaku manajer yang hendak dituju.

Tanpa Pembebanan Tanggung Jawab Biaya

Akuntansi pertanggungjawaban tradisional menetapkan terkendalinya biaya atas

dasar “biaya yang dikeluarkan”. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi

pertanggungjawaban tradisional, biaya Departemen listrik sebesar Rp60.000 per

tahun dalam Gambar tersebut dianggap tidak terkendalikan bagi Departemen

Produksi A dan B, karena tidak dikeluarkan oleh dua Departemen produksi

tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional,

biaya Departemen Listrik tersebut tidak dialokasikan ke Departemen A dan

Departemen B, dan dilaporkan sebagai biaya terkendalikan di Departemen Listrik.

Dengan Pembebanan Tanggung Jawab Biaya

Akuntansi pertanggungjawaban tradisional yang lebih maju menetapkan

terkendalikannya biaya atas dasar “sumber daya yang dikonsumsi” Oleh karena

itu, dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban ini, biaya Departemen Listrik

sebesar Rp60.000 per tahun dalam Gambar tersebut merupakan biaya
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terkendalikan bagi Departemen Produksi A dan B, karena di dalam departemen-

departemen tersebut terjadi pemakaian sumber daya listrik. Oleh karena itu,

dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban ini, biaya Departemen Listrik

tersebut dibebankan tanggung jawabnya ke Departemen A dan B, dan dilaporkan

sebagai biaya terkendalikan di dua departemen produksi tersebut.

Metode 1 Pembebanan Tanggung Jawab Biaya

Berdasarkan Kapasitas Pelayanan

Dalam metode pembebanan tanggung jawab ini, biaya Departemen Listrik

sebesar Rp60.000 dibebankan berdasarkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan

pokok departemen pemakai. Dengan cara pembebanan ini, departemen pemakai

dibebani biaya departemen penghasil jasa berdasarkan proporsi kapasitas yang

disediakan oleh departemen penghasil jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok

departemen pemakai. Dengan demikian, Departemen A dalam contoh tersebut

beban tanggung jawab biaya listrik sebesar Rp37.500 {(50.000:80.000) x Rp60.000)

dan Departemen B menerima beban tanggung jawab biaya listrik sebesar

Rp22.500 {(30.000 + 80.000) x Rp60.000}. Dengan cara pembebanan tanggung

jawab biaya semacam ini, departemen pemakai akan dibebani oleh mereka,

karena biaya yang diterima oleh departemen pemakai dari alokasi akan tidak

peduli apakah departemen pemakai menggunakan atau tidak menggunakan jasa

departemen penghasil jasa. Perilaku yang diakibatkan oleh cara alokasi biaya

semacam ini adalah manajer departemen pemakai akan cenderung menggunakan

sebanyak mungkin jasa yang dihasilkan oleh departemen penghasil jasa. Tidak

ada tambahan biaya yang timbul karena pemakaian jasa, oleh karena itu, dengan

metode alokasi ini, baik biaya maupun konsumsi sumber daya tidak terkendalikan.
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Metode 2 Pembebanan Tanggung Jawab Berdasar

Kapasitas Pelayanan dan Pemakaian

Dalam metode pembebanan tanggung jawab ini, biaya Departemen Listrik

sebesar Rp60.000 dibebani tanggung jawab dengan dua cara: (1) biaya tetap

dibebankan berdasarkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pokok departemen

pemakai dan (2) biaya variabel dibebankan berdasarkan pemakaian jasa oleh

departemen pemakai. Dengan cara pembebanan tanggung jawab ini, departemen

pemakai dibebani biaya tetap departemen penghasil jasa berdasarkan proporsi

kapasitas yang disediakan oleh departemen penghasil jasa untuk memenuhi

kebutuhan pokok departemen pemakai biaya variabel departemen penghasil jasa

berdasarkan proporsi jumlah kapasitas yang dipakai di atas kebutuhan pokok

departemen pemakai. Dengan demikian, Departemen A dalam contoh tersebut

menerima beban tanggung jawab biaya tetap Departemen Listrik sebesar

Rp25.000 {(50.000: 80.000) x Rp40.000} dan Departemen B menerima beban

tanggung jawab sebesar Rp15.500 {(30.000 + 80.000) x Rp40.000}. Di samping itu,

untuk setiap kwh listrik yang dipakai oleh Departemen A dan B akan dibebani

dengan biaya variabel sebesar Rp0.20 (Rp20.000 + 100.000). Dengan cara

pembebanan tanggung jawab semacam ini, biaya listrik bagi departemen pemakai

menjadi biaya yang terkendalikan, manakala pemakaian listrik di departemen

pemakai melebihi kebutuhan pokoknya. Perilaku yang diakibatkan oleh cara

pembebanan biaya semacam ini adalah manajer departemen pemakai akan bebas

menggunakan jasa departemen penghasil jasa sampai dengan jumlah kebutuhan

pokoknya terpenuhi; pemakaian di atas kebutuhan pokok akan segera

dikendalikan oleh manajer departemen pemakai untuk meminimumkan beban
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tambahan.

Metode 3 Pembebanan Tanggung Jawab Berdasar Pemakaian

Dalam metode pembebanan tanggung jawab ini, biaya departemen pengha hasil

jasa dipandang dapat terkendalikan seluruhnya oleh departemen pemakai. Oleh

karena itu, biaya Departemen Listrik sebesar Rp60.000 dibebankan dengan cara

membagi total biaya tersebut dengan total kebutuhan listrik sebesar Rp0.33

(Rp60.000 : 180.000). Dengan cara pembebanan tanggung jawab semacam ini,

biaya listrik bagi departemen pemakai menjadi biaya yang terkendaliakan di

departemen pemakai. Jika departemen pemakai tidak menggunakan jasa

departemen penghasil jasa , departemen tersebut tidak dibebani biaya departemen

penghasil jasa. Perilaku yang diakibatkan oleh cara pembebanan biaya semacam

ini adalah manajer departemen pemakai akan menggunakan sedikit mungkin jasa

departemen penghasil jasa untuk meminimumkan beban dari departemen tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Hasil
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1. Muhammad Rivai (2015) Analisis Penerapan
Akuntansi
Pertanggungjawaban
Sebagai Alat Penilaian
Manajer Pusat Pendapatan
Pada PT. Yudhistira
Ghalia Indonesia Cabang
Medan

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Pt. Yudhistira Ghalia
Indonesia Cabang Medan telah
menyusun anggaran penjualan
perusahaan dengan baik, yaiu
menyusun dengan metode
pendekatan bottom up. Metode
Bottom Up adalah proses
penyusunan anggaran yang telah
melibatkan semua bagian baik
bawahan maupun atasan serta
digunakannya anggaran sebagai
satu alat penilaian kinerja pusat
pertanggungjawaban (Sumber:
Skripsi UMSU 2015)

2. Megah Marindah Uli (2009) Analisis Penerapan
Akuntansi
Pertanggungjawaban
Sebagai Alat Penilaian
Kinerja Manajer Pusat
Pendapatan Pada PT.Astra
International,TBK-TSO
Cabang Sisingamangaraja
Medan

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa PT. Astra Internasional
TBK-TSO Cabang
Sisingamangaraja Medan telah
menerapkan akuntansi
pertanggungjawaban namun
belum sepenuhnya. Penerapan
sistem akuntansi
pertanggungjawaban oleh
perusahaan dapat dilihat dari
penyusunan anggaran yang telah
melibatkan semua bagian baik
bawahan maupun atasan serta
digunakannya anggaran sebagai
salah satu alat penilaian kinerja
manajer pusat
pertanggungjawaban (Sumber :
Repository USU 2009)

3 Olivia Sicilia Prang
(2013)

Penerapan Akuntansi
Pertanggungjawaban
Dengan Anggaran Sebagai
Alat Pengendalian Untuk
Penilaian Kinerja Pada PT.
Pelayaran Nasional
Indonesia Cabang Belitung

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa anggaran di perusahaan
telah mengikut sertakan partisipasi
manajemen. Anggaran perusahaan
bersifat realistis dan tidak kaku
(Sumber : Jurnal EMBA Vol 1 No.
4 Desember 2013 Hal 1016-1024)

4 Chistian Denisius Wilmar
(2019)

Penerapan Akuntansi
Pertanggungjawaban
Sebagai Alat Kinerja
Manajer Pusar Pendapatan
Pada PT. Wahana
Wirawan Manado-Nissan
Datsun Martadinata

Hasil analisis data dapat
disimpulkan bahwa penerapan
akuntansi pertanggungjawaban
telah dilaksanakan dengan cukup
baik. Akan tetapi, pembagian
tugas yang tertulis dalam job
description belum mencakup
keseluruhan unit organisasi, tidak
adanya batas yang dianggap
material dalam menilai selisih
anggaran penjualan, serta
kurangnya ketegasan dalam
pemberian punishment. (Sumber :
Emba 2019)
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5 Vega Selamat
(2014)

Penerapan Akuntansi
Pertanggungjawaban
Dalam Penilaian Kinerja
Pusat Pendapatan pada
PT. Asean Motor
International Cabang
Manado

Hasil penelitian menunjukkan
akuntansi pertanggungjawaban
pada PT. Asean Motor
International Cabang Manado
belum sepenuhnya memadai.
Walaupun telah memenuhi unsur-
unsur akuntansi
pertanggungjawaban, tetapi tidak
adanya system rewards dan
punishment yang jelas terhadap
para manajer pusat pendapatan

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Mulyadi (2013) pusat pendapatan merupakan pusat

pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan

pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. Pusat pendapatan merupakan

pusat tanggung jawab yang tugas utamanya adalah menarik pendapatan ke

perusahaan. Pada dasarnya akuntansi pertanggungjawaban diterapkan pada

perusahaan yang operasinya sangat luas dan kompleks sedemikian rupa sehingga

terbentuk beberapa pusat pertanggungjawaban di setiap bagian organisasi yaitu

pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Proses

pengendalian sebagai ukuran dalam pelaksanaan rencana yang dirancang untuk

kinerja maksimal denganmembandingkan anggaran dengan pendapatan aktual.

Menurut Miftahul Ilmiyah (2020) Jika realisasi pendapatan lebih besar dari

anggaran pendapatan hal ini dapat dikatakan menguntungkan (favorable)

sebaliknya jika realisasi pendapatannya lebih kecil dari anggaran pendapatannya

maka hal ini dianggap tidak menguntungkan (unfavorable). Menurut Sudarwan

Danim (2013) evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-

hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya.

Evaluasi kinerja adalah kegiatan penilaian berhasil atau tidaknya suatu pusat
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PUSAT
PENDAPATAN

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LAPORAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN)

ANALISIS VARIAN
ANGGARAN
PENDAPATAN

PENILAIANKINERJA
MANAJERPUSAT

pertanggungjawaban atau unit kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya.

Gambar 2.5

Kerangka Berpikir
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif yaitu mengumpulkan, menafsirkan data sesuai dengan kejadian

yang sebenarnya. Penulis mencoba untuk menganalisis data yang diperoleh dari

hasil penelitian serta membandingkan dengan teori yang ada.

Metode deskriptif dianggap tepat untuk menjawab permasalahan yang

diteliti oleh penulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder,

yaitu data yang diterima dari perusahaan yang telah diolah dan didokumentasikan

di perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, laporan anggaran dan realisasi

pendapatan.

3.2 Definisi Operasional

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang berfokus

kepada pertanggungjawaban suatu kegiatan yang terjadi di suatu perusahaan yang

dapat megukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi

yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban.

Penilaian kinerja merupakan penentuan periodic efektifitas operasional

suatu organisasi berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pusat pendapatan

merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dapat dinilai

berdasarkan pendapatan yang telah di hasilkan.



48

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang

beralamat diJalan Sei Batang Hari No. 2, Simpang Tanjung, Medan Sunggal.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2023 sampai

dengan September 2023, dapat dilihat pada tabel 3.1

Kegiatan Mei Juni Juli Agustus September
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pengajuan
Judul

2. Pra Riset
3. Penyusunan
Proposal

4. Bimbingan
Proposal

5. Seminar
Proposal

6. Penyususnan
Skripsi

7. Bimbingan Skripsi

8. Sidang Meja Hijau

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik dokumentasi, yaitu melalui pencatatan dan penggandaan

data sekunder untuk memperoleh data yang mendukung penelitian

ini.

b. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan
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diskusi secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan

berwenang yaitu manajer pusat pendapatan.

Adapun kisi-kisi wawancara berkaitan dengan analisis akuntansi

pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat pendapatandalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dimensi Indikator No. Pertanyaan
1. Menyusun
anggaran

1. Penerapan pusat pendapatan
2. Dasar akuntansi
pertanggungjawaban pusat
pendapatan

1,2

2. Menilai Kinerja
Manajer

1. Anggaran dan realisasi perolehan
pendapatan
2. Penyebab terjadinya selisih

3,4

3. Pemotivasi manajer 1. Evaluasi yang efektif
2. Peningkatan perolehan laba
3. Pengoptimalan perolehan realisasi
pendapatan

5,6,7

Tabel 3.2

Kisi-kisi Wawancara

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu

suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan,

menganalisa serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan

masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan

yang sebenarnya pada perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban dengan fokus

dengan pusat pendapatan, manajer membuat suatu laporan pertanggungjawaban

yang berisi target penjualan dan realisasi yang digunakansebagai dasar penilaian

kinerja manajer dengan cara membandingkan anggaran penjualan dan realisasi,

apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan di perusahaan tersebut.

Adapun tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen berupa laporan keuangan

yang terdiri atas laporan laba/rugi dan laporan posisi keuangan komparatif.

2. Mewawancarai manajer pusat pendapatan.

3. Menganalisa, mempelajari dan mengkaji data, informasi dan dokumen

yang telah dikumpulkan.

4. Menarik atau memberi kesimpulan dan saran atas uraian dan penjelasan

yang telah dilakukan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero),

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di

bidang perkebunan, pengolahan,dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha

perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan

karet dengan produk utamanya tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama

perseroan adalah minyak sawit (CPO) dan inti sawit (kernel) dan produk hilir

karet.

Kepemilikan perkebunan ini diawali pada tahun 1958 pemerintah

Republik Indonesia mengambilalih perkebunan milik Belanda yang dikenal

dengan proses NASIONALISASI kemudian perusahaan asing tersebut berubah

nama menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Kemudian, di tahun 1968

PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan

(PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukum nya diubah

menjadi PT Perkebunan (Persero).

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas terhadap kegiatan

usaha BUMN, pemerintah telah mencanangkan program restrukturisasi BUMN

subsektor perkebunan melalui penggabungan usaha berdasarkan wilayah

eksploitasi dan persampingan usaha berdasarkan struktur organisasi. Bergerak

dalam sub sektor perkebunan kelapa sawit dan karet yang lahan perkebunanya di 8
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(delapan) daerah tingkat II di Propinsi Sumatera Utara, yaitu diKabupaten :

a. Deli Serdang e. Labuhan Batu Selatan

b. Serdang Bedagai f. Labuhan Batu Utara

c. Simalungun g. Tapanuli Selatan

d. Asahan

Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3

BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan

IV (Persero), dan PT Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolannya.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1996, tanggal 14 Februari

1996 dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang

perkebunan,ketiga perusahaan tersebut yang wilayah kerja nya di Sumatera Utara

digabungkan menjadi satu perusahaan dengan nama “PT Perkebunan Nusantara

III (Persero)” yangberkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan Akta Notaris

HarunKamil, SH, Nomor : 36 Tanggal 11 Maret 1996, dan telah disahkan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. C2-8331.HT.01.01.th

96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia

No. 81 tahun 1996 Tambahan Berita Negara No. 8674 Tahun 1996. Sesuai PP No.

72 tahun 2014, tanggal 17 September 2014 dan efektif terhitung sejak 2 Oktober

2014 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ditetapkan sebagai Induk Holding

BUMN Perkebunan (PTPN I, II, IV s.d XIV menjadi Anak Perusahaan Holding

BUMN Perkebunan).
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Susunan Komisaris

 Komisaris Utama : Erlan Pelawi

 Anggota Komisaris : Amal Bakti Pulungan

Asep Subarkah Yusuf

Arie Yuriwin

Rini Widyastuti

Susunan Direksi dan Senior Executive Vice President (SEVP)

 Direktur Utama : Mohammad Abdul Ghani

 Wakil Direktu Utama : Denaldy Muliono Mauna

 Direktur SDM : Seger Budiarjo

 Direktur Umum : Doni P. Gandamihardja

 SEVP Operation I : Darmansyah Siregar

 SEVP Operation II : Sudarma Bhakti Lessan

 SEVP Business Support : Tengku Rinel

4.1.2 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Merealisasi

Pendapatan Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang

dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Untuk menciptakan

suatu sistem pertanggungjawaban yang baik dan benar maka perlu adanya

pemisahan secara tegas batas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu

organisasi.

Besarnya tanggung jawab setiap tingkat manajemen tidak sama dan untuk

mengukur prestasi masing-masing, maka organisasi dirinci menjadi beberapa
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kelompok pusat pertanggungjawaban antara lain pusat biaya, pusat pendapatan,

pusat laba, dan pusat investasi. Pada hakikatnya pusat pendapatan merupakan

unit-unit penjualan/pemasaran yang tidak memiliki wewenang dalam menetapkan

harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok dari produk/barang yang

dipasarkan, sehingga manajemen PT. Perkebunan Nusantara III Medan

memperlakukan bagian penjualan sebagai pusat pendapatannya.

Hal ini telah sesuai dengan konsep akuntansi pertanggung jawaban yaitu

bahwa pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya

diukur dalam rupiah sedangkan masukannya tidak dihubungkan dengan

keluarannya, sehingga tidak dapat dihitung labanya.

Penyusunan anggaran penjualan merupakan hal terpenting bagi para

manajer pusat pertanggungjawaban dalam merencanakan strategi penjualan,

didalam suatu anggaran yang dibuat terdapat informasi mengenai taksiran

penjualan dan total harga dari seluruh penjualan, sehingga dapat menaksir jumlah

laba yang memungkin di realisasi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk

mampu menyusun anggaran penjualan yang mencerminkan perolehan laba yang

realitis dengan mempertimbangkan semua faktor, baik faktor internal maupun

eksternal.
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Berikut data anggaran dan realisasi karet PT. Perkebunan Nusantara III Medan

tahun 2018-2022 :

Tabel 4.1

PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Data Anggaran Pendapatan dan Realisasi Karet

Tahun 2018

Hasil yang Terjual Realisasi RKAP Selisih Lebih /
Kurang

Pendapatan Rp Rp Rp

Penjualan Ekspor

Bersih

441.650.110.297 334.622.231.000 107.027.879.297

Penjualan Lokal 397.334.253.786 580.058.001.000 (182.723.747.214)

Jumlah Penjualan 838.984.364.083 914.680.232.000 (75.695.867.917)

Harga Rata” Karet

Per Kg

20.939,52 22.268,97 -1.329,45

Pada tahun 2018 perusahaan mengalami penyimpangan yang tidak

menguntungkan pertama kali, sebesar Rp. 75.695.867.917 selisih tersebut

dikarenakan perusahaan belum benar-benar memaksimalkan kinerja agar

memperoleh keuntungan yang lebih besar dan kondisi perubahan harga komoditas.

Berdasarkan analisa perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan

pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan pada tahun 2018 dapat di uraikan

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yakni:

a. Penjualan Ekspor Bersih

Realisasi sebesar Rp 441.650.110.297 dibandingkan dengan anggaran (RKAP)

sebesar Rp 334.622.231.000 berarti terjadi varians yang menguntungkan sebesar Rp

107.027.879.297 Hal ini terjadi karena tercapainya penjualan produk karet
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disebabkan oleh naiknya jumlah penjualan .

b. Penjualan lokal

Realisasi sebesar Rp 397.334.253.786 di bandingkan dengan Anggran (RKAP)

sebesar Rp 580.058.001.000 berarti terjadi varians yang tidak menguntungkan

sebesar Rp 182.723.747.214 dimana penjulan lokal yaitu produk karet mengalami

penurunan yang disebabkan oleh faktor alam yang mengakibatkan penjualan lokal

menurun. Sama halnya dengan penjualan ekspor yang mengalami penurunan

penjualan lokal disebabkan oleh perubahan kurangnya pemasok dari pihak lain

dan tingginya suatu harga yang mengakibatkan penjualan menurun.

c. Harga rata” karet per Kg

Pada tahun 2018 terjadi penurunan harga pasar yakni dari Rp 20.939,52

menjadi Rp 22.268,97 dengan selisih sebesar Rp 1.329,45 yang menyebabkan

terjadinya selisih unfavorable.

Tabel 4.2

PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Data Anggaran Pendapatan dan Realisasi Karet

Tahun 2019

Hasil yang Terjual Realisasi RKAP Selisih Lebih /
Kurang

Pendapatan Rp Rp Rp

Penjualan Ekspor

Bersih

359.764.054.256 596.223.265.000 (236.459.210.735)

Penjualan Lokal 440.551.848.649 231.553.917.000 208.997.931.649

Jumlah Penjualan 800.315.902.914 827.777.182.000 (27.461.279.086)

Harga Rata” Karet

Per Kg

21.695,01 19.876,49 1.818,52
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Pada tahun 2019 perusahaan mengalami penyimpangan tidak

menguntungkan kedua kalinya diantara 5 periode tersebut, hanya saja selisih

tersebut adalah selisih terminim yaitu sebesar Rp.27.461.279.086 diantara 5 tahun

lainnya. Manajer penjualan dan timnya harus mengambil langkah yang lebih baik

agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan analisa perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan

pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan pada tahun 2019 dapat di uraikan

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yakni:

a. Penjualan Ekspor Bersih

Realisasi sebesar Rp 359.764.054.256 dibandingkan dengan anggaran (RKAP)

sebesar Rp 596.223.265.000 berarti terjadi varians yang tidak menguntungkan

sebesar Rp 236.459.210.735 Hal ini terjadi karena tidak tercapainya penjualan

produk karet disebabkan oleh turunnya jumlah pembelian yang mengakibatakan

tingginya tingkat persaingan harga dan rendahnya pasokan karet dari pihak ketiga

atau pemasok lain.

b. Penjualan lokal

Realisasi sebesar Rp 440.551.848.649 di bandingkan dengan Anggran (RKAP)

sebesar Rp 231.553.917.000 berarti terjadi varians yang menguntungkan sebesar

Rp 208.997.931.649 dimana penjulan lokal yaitu produk karet mengalami kenaikan

yang di sebab kan oleh faktor alam yang mengakibatkan penjualan lokal naik.

Berbeda halnya dengan penjualan ekspor yang mengalami penurunan penjualan

lokal disebabkan oleh perubahan kurangnya pemasok dari pihak lain dan

tingginya suatu harga yang mengakibatkan penjualan menurun dan perubahan

iklim yang ekstrim di kebun karet sehingga menyebabkan peningkatan suhu udara.
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Intensitas sinar matahari yang tidak menentu dan curah hujan.

c. Harga rata” karet per Kg

Pada tahun 2019 terjadi penurunan harga pasar yakni dari Rp 21.695,01

menjadi Rp 19.876,49 dengan selisih sebesar Rp 1.818,52 yang menyebabkan

terjadinya selisih unfavorable.

Tabel 4.3

PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Data Anggaran Pendapatan dan Realisasi Karet

Tahun 2020

Hasil yang Terjual Realisasi RKAP Selisih Lebih /
Kurang

Pendapatan Rp Rp Rp

Penjualan Ekspor

Bersih

396.298.225.066 283.788.820.000 112.509.405.066

Penjualan Lokal 401.276.537.106 453.378.116.000 (52.101.578.849)

Jumlah Penjualan 797.547.762.172 737.166.936.000 60.407.826.172

Harga Rata” Karet

Per Kg

21.109,84 19.569,76 1.540,08

Pada tahun 2020 perusahaan mengalami selisih menguntungkan pertama

kalinya pada 5 periode yang penulis teliti. Selisih menguntungkan tersebut sebesar

Rp.60.407.826.172 sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan kinerja

manajer dalam usaha untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan analisa perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan

pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan pada tahun 2020 dapat di uraikan

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yakni:

a. Penjualan Ekspor Bersih
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Realisasi sebesar Rp 396.298.225.066 dibandingkan dengan anggaran (RKAP)

sebesar Rp 283.788.820.000 berarti terjadi varians yang menguntungkan sebesar Rp

112.509.405.066 Hal ini terjadi karena tercapainya penjualan produk karet

disebabkan oleh naiknya jumlah pembelian .

b. Penjualan lokal

Realisasi sebesar Rp 401.276.537.106 di bandingkan dengan Anggran (RKAP)

sebesar Rp 453.378.116.000 berarti terjadi varians yang tidak menguntungkan

sebesar Rp 52.101.578.849 dimana penjulan lokal yaitu produk karet mengalami

penurunan yang di sebab kan oleh faktor alam seperti hujan yang mengakibatkan

penjualan lokal menurun. Sama halnya dengan penjualan ekspor yang mengalami

penurunan penjualan lokal disebabkan oleh perubahan kurangnya pemasok dari

pihak lain dan tingginya suatu harga yang mengakibatkan penjualan menurun.

c. Harga rata” karet per Kg

Pada tahun 2020 terjadi penurunan harga pasar yakni dari Rp 21.109,84

menjadi Rp 19.569,76 dengan selisih sebesar Rp 1.540,08 yang menyebabkan

terjadinya selisih unfavorable.

Tabel 4.4

PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Data Anggaran Pendapatan dan Realisasi Karet

Tahun 2021
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Hasil yang Terjual Realisasi RKAP Selisih Lebih /
Kurang

Pendapatan Rp Rp Rp

Penjualan Ekspor

Bersih

314.684.552.488 385.038.651.000 (70.354.098.512)

Penjualan Lokal 612.877.095.238 607.435.221.000 5.441.874.238

Jumlah Penjualan 927.561.647.726 992.473.872.000 (64.912.224.274)

Harga Rata” Karet

Per Kg

27.870,75 25.994,41 1.876,34

Pada tahun 2021 terjadi lagi penyimpangan tidak menguntungkan dengan

selisih Rp.64.912.224.274 Selisih tersebut terjadi akibat tidak tercapainya produk

dan penurunan harga pasar.

Berdasarkan analisa perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan

pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan pada tahun 2021 dapat di uraikan

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yakni:

a. Penjualan Ekspor Bersih

Realisasi sebesar Rp 314.684.552.488 dibandingkan dengan anggaran (RKAP)

sebesar Rp 385.038.651.000 berarti terjadi varians yang tidak menguntungkan

sebesar Rp 70.354.098.512 Hal ini terjadi karena tidak tercapainya penjualan

produk karet disebabkan oleh turunnya jumlah pembelian yang mengakibatakan

tingginya tingkat persaingan harga dan rendahnya pasokan karet dari pihak ketiga

atau pemasok lain.

b. Penjualan lokal

Realisasi sebesar Rp 612.877.095.238 di bandingkan dengan Anggran (RKAP)

sebesar Rp 607.435.221.000 berarti terjadi varians yang menguntungkan sebesar
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Rp 5.441.874.238 dimana penjulan lokal yaitu produk karet mengalami kenaikan

yang di sebab kan oleh faktor alam yang mengakibatkan penjualan lokal naik.

Berbeda halnya dengan penjualan ekspor yang mengalami penurunan penjualan

lokal disebabkan oleh perubahan kurangnya pemasok dari pihak lain dan

tingginya suatu harga yang mengakibatkan penjualan menurun.

c. Harga rata” karet per Kg

Pada tahun 2021 terjadi penurunan harga pasar yakni dari Rp 27.870,75

menjadi Rp 25.994,41 dengan selisih sebesar Rp 1.876,34 yang menyebabkan

terjadinya selisih unfavorable.

Tabel 4.5

PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Data Anggaran Pendapatan dan Realisasi Karet

Tahun 2022

Hasil yang Terjual Realisasi RKAP Selisih Lebih /
Kurang

Pendapatan Rp Rp Rp

Penjualan Ekspor

Bersih

273.913.316.908 458.796.237.000 (184.882.920.092)

Penjualan Lokal 541.358.740.906 552.075.623.000 (10.716.882.094)

Jumlah Penjualan 815.272.057.814 1.010.871.860.000 (195.599.802.186)

Harga Rata” Karet

Per Kg

26.057,99 26.279,95 221,96

Pada tahun 2022 kembali terjadi kenaikan penyimpangan tidak

menguntungkan sebesar Rp 195.599.802.186 selisih tersebut menjadi puncak

selisih terbesar di antara tahun-tahun sebelumnya (2018-2021), sehingga secara
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kumulatif perusahaan mengalami penyimpangan tidak menguntungkan. Dengan

ini, disimpulkan bahwa manajer penjualan masih belum baik dalam mengemban

tugasnya.

Berdasarkan analisa perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan

pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan pada tahun 2022 dapat di uraikan

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yakni:

a. Penjualan Ekspor

Realisasi sebesar Rp 273.913.316.908 dibandingkan dengan anggaran (RKAP)

sebesar Rp 458.796.237.000 berarti terjadi varians yang tidak menguntungkan

sebesar Rp 184.882.920.092 Hal ini terjadi karena tidak tercapainya penjualan

produk karet disebabkan oleh turunnya jumlah pembelian yang mengakibatakan

tingginya tingkat persaingan harga dan rendahnya pasokan dari pihak ketiga atau

pemasok lain.

b. Penjualan lokal

Realisasi sebesar Rp 541.358.740.906 dibandingkan dengan Anggaran

(RKAP) sebesar Rp 552.075.623.000 berarti terjadi varians yang tidak

menguntungkan sebesar Rp 10.716.882.094 dimana penjulan lokal yaitu produk

karet mengalami penurunan yang di sebab kan oleh faktor alam yang

mengakibatkan penjualan lokal menurun. Sama halnya dengan penjualan ekspor

yang mengalami penurunan penjualan lokal disebabkan oleh perubahan

kurangnya pemasok dari pihak lain dan tingginya suatu harga yang

mengakibatkan penjualan menurun dan tidak mencapai target.

c. Harga rata” karet per Kg

Pada tahun 2022 terjadi penurunan harga pasar yakni dari Rp 26.057,99
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menjadi Rp 26.279,95 dengan selisih sebesar Rp 221,96 yang menyebabkan

terjadinya selisih unfavorable.

Dari data laporan diatas menunjukkan anggaran dan realisasi penjualan pada

PT. Perkebunan Nusantara III Medan dapat di analisis lebih lanjut untuk mencari

tahu penyebab terjadi realisasi penjualan ada yang favorable ataupun unfavorable.

Perusahaan memiliki suatu kebijakan bagi para manajer pusat

pertanggungjawaban terhadap kemampuannya dalam mencapai target yang

ditetapkan, yaitu kebijakan punishment dan reward.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam

Merealisasi Pendapatan

Dapat diketahui bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu

sistem yang di rancang agar setiap tingkatan manajemen atau pusat

pertanggungjawaban dapat mempertanggung jawabkan laporan data operasi yang

berada di bawah kendalinya. Jika terjadi penyimpangan, maka dapat dianalisa apa

yang menjadi penyebabnya dan siapa yang harus bertanggungjawab. Akuntansi

pertanggungjawaban dapat memberikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan dapat juga digunakan sebagai alat analisis penilaian

kinerja pencapaian anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing pusat

pertanggungjawaban. Menurut Samry, (2015 hal 262) “Akuntansi pertanggung

jawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur

kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang

dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka

sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen”.



64

Penyusunan anggaran penjualan merupakan hal terpenting bagi para

manajer pusat pertanggungjawaban dalam merencanakan strategi penjualan,

didalam suatu anggaran yang dibuat terdapat informasi mengenai taksiran

penjualan dan total harga dari seluruh penjualan, sehingga dapat menaksir jumlah

laba yang memungkin di realisasi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk

mampu menyusun anggaran penjualan yang mencerminkan perolehan laba yang

realitis dengan mempertimbangkan semua faktor, baik faktor internal maupun

eksternal. Proses penyusunan anggaran yang berhasil dapat menjadikan setiap

manajer dalam organisasi perusahaan memiliki persepsi yang jelas mengenai

peran mereka masing-masing dalam mencapai sasaran anggaran. Menurut Edi

Sahputra, (2015) “anggaran tidak hanya sebagai perencanaan keuangan yang

menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu

perusahaan, tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk

mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi

bawahannya

PT. Perkebunan Nusantara III Medan, telah menerapkan akuntansi

pertanggungjawaban secara baik. Menurut Mulyadi, (2016:218) “akuntansi

pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik jika didukung oleh syarat-

syarat yaitu adanya struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya,system

akuntansi biaya, system pelaporan biaya”. PT. Perkebunan Nusantara III Medan

susah menerapkan syarat-syarat tersebut, hanya saja penyusunan anggaran di

perusahaan kurang efektif sehingga terjadinya penyimpangan yang tidak

menguntungkan bagi perusahaan.

Dalam perusahaan ini, penyusunan anggaran di buat dengan pendekatan
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bottom up yang telah sesuai dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Melibatkan atasan dan bawahan untuk berpatisipasi dalam menyusun rencana

perusahaan secara keseluruhan setiap cabang, kebijaksanaan penyusunan

anggaran yang melibatkan seluruh unit organisasi dalam perusahaan akan

menghasilkan anggaran yang lebih rasional. Dalam hal ini, setiap organisasi lebih

dapat memahami pekerjaannya masing-masing sehingga pendapat yang diberikan,

di harapkan akan lebih mendekati pada realisasi realisasi yang mungkin terjadi.

Menurut Sodikin Sodikin S, (2015 hal 191) “ proses penyusunan anggaran dapat

dilihat dari sudut pandang ditinjau dari siapa yang membuatnya, penyusunan

anggaran dapat dilakukan dengan cara, Demokrasi atau Bottom Up dan campuran

atau Top Down and Botton Up” .

4.2.2 Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada PT.

Perkebunan Nusantara III Medan

Penilaian kinerja manajer pusat pendapatan dapat diketahui baik atau tidak

berdasarkan selisih antara anggaran dan realisasi, apabila realisasi lebih besar

daripada anggaran maka dapat dikatakan manajer pusat pendapatan dikatakan baik.

Hal ini diperkuat oleh Supriyono (2001:46) menyatakan bahwa “Pusat Pendapatan

adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi

manajernya dinilai diatas dasar pendapatan diukur atas dasar satuan moneter

pendapatan.”

Sebagai tindak lanjut dari penilaian kinerja diatas, perusahaan menetapkan

adanya kebijakan pemberikan reward maupun punishment. Kebijakan ini

dilakukan dengan tujuan untuk memacu kinerja manajer dalam perusahaan.
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Adapun reward berupa kenaikan gaji dan jenjang karier, sedangkan punishment

berupa teguran dan surat peringatan hingga PHK jika karyawan melakukan

penyelewengan dan kecurangan. Pemberian reward pada manajer sudah dilakukan

dengan baik, sedangkan punishment perusahaan masih kurang tegas, karena dalam

hal penjualan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya maka

hukuman yang diberikan hanya teguran dan surat peringatan, ini membuat para

manager bisa jadi menghiraukan hukuman yang diberikan kepadanya. Oleh

karena itu, menurut penulis sebaiknya hukuman yang diberikan adalah penurunan

jabatan atau pemecatan, sehingga pemberian hukuman yang tegas ini akan

membuat manajer bekerja sangat extra dan sungguh dalam mengemban tanggung

jawabnya.

Dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, informasi yang diperoleh

dari PT. Perkebunan Nusantara III Medan pada dasarnya sudah dapat dijadikan

sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat pendapatan, dimana rencana anggaran

akan dibandingkan dengan realisasi yang telah didapat, setelah dibandingkan

maka akan diketahui bagaimana kinerja manajer pusat pendapatan perusahaan. Di

dalam penelitian ini, penelitian kinerja manajer pusat pendapatan dikatakan belum

baik, dikarenakan manajer belum mampu mencapai target yang telah di sepakati

bersama, penilaian kinerja manajer pusat pendapatan masih belum bisa dikatakan

baik ataupun kurang baik, dikarenakan manajer pusat pendapatan belum mencapai

target yang telah ditentukan, namun secara kumulatif realisasi masih mampu

menutupi target. Bagaimanapun hal ini harus dibenahi agar dampak yang terjadi

tidak membuat perusahaan mengalami kerugian.

Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit oranisasi yang dipimpin
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oleh seorang manajer yang bertanggung jawab untuk menciptakan suatu sistem

pertanggungjawaban yang baik maka perlu adanya pemisahan secara tegas

wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Besarnya tanggung jawab

setiap tingkat manajemen tidak sama dan untuk mengukur prestasi masing-masing,

maka organisasi dirinci menjadi beberapa kelompok pusat pertanggung jawaban

anatara lain pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi.

Pada hakikatnya pusat pendapatan merupakan unit-unit penjualan atau

pemesaran yang tidak memiliki wewenang dalam menetapkan harga jual dan tidak

bertanggungjawab atas harga pokok dari produk atau barang yang di pasarkan,

sehingga manajemen PT.Perkebunan Nusantara III Medan memperlakukan bagian

penjualan sebagai salah satu pusat pendapatanya. Hal ini telah sesuai dengan

konsep akuntansi pertanggungjawaban yaitu bahwa pusat pendapatan adalah pusat

pertanggungjawaban yang keluarnya diukur dalam rupiah sedangkan masuknya

tidak dihubungkan dengan keluarnnya, sehingga tidak dapat di hitung labanya.

4.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Selisih Unfavorable

Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih

menguntungkan (favourable) dan tidak menguntungkan (unfavorable). Selisih

(variance) adalah penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dianalisis,

dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya selisih tersebut (Mulyadi

2017:230).

Dari data realisasi anggaran pendapatan pada PT. Perkebunan Nusantara III

Medan yang telah penulis analisis dan dari teori-teori yang ada faktor-faktor

penyebab terjadinya selisih unfavorable adalah :
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1. Tidak tercapainya produk yang akan di jual.

2. Terjadinya penurunan harga pasar.

Menurut Novita (2018) “Penurunan harga dipengaruhi oleh meningkatnya

permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pasar dunia, sifat

produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur

yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya

frekuensi bencana alam.”

3. Kondisi perubahan harga komoditas.

Menurut Nur Azizah (2023) “Kenaikan harga dapat disebabkan oleh berbagai

hal, seperti minimnya pasokan barang tinggi, rendahnya penawaran dan

permintaan”

4. Faktor alam, seperti perubahan cuaca ekstrim yang menyebabkan peningkatan

suhu udara, intensitas sinar matahari yang tidak menentu dan curah hujan yang

tinggi sehingga produksi bahan baku karet menurun.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakikan penulis, maka dapat diambil kesimpuan

sebagai berikut :

1. Proses penyusunan anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan

dengan menggunakan metode bottom up, yaitu dari kebun kemudian

divalidasi bagian teknis seperti pengolahan kemudian hasilnya dikirim

kepada bagian anggaran dimana anggaran penjualan disusun oleh Area

Sales Manager (ASM), Marketing Support dan Kepala Manajer bersama

Direktur PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang biasanya

mengadakan pertemuan di Kantor Pusat Medan, salah satu kegiatan

pertemuannya adalah membahas anggaran untuk diminta persetujuan

oleh kepala direksi. Faktor- faktor penyebab terjadinya selisih

unfavorable adalah tidak tercapainya produk yang akan dijual, terjadinya

penurunan harga pasar, perubahan harga komoditas dan faktor alam.

2. Penetapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengendalikan dan

mengevaluasi kinerja manajer pusat pendapatan pada PT. Perkebunan

Nusantara III Medan belum berjalan dengan baik, dibuktikan dengan

penurunan realisasi pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 yang

dikarenakan tidak tercapainya produk, penurunan harga pasar dan

kondisi perubahan harga komoditas. Perusahaan menetapkan adanya

kebijakan reward dan punishment bagi para manajer pusat
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pertanggungjawaban, sistem pendapatan reward dan punishment

tergantung pada kemampuan manajer dalam mencapai target yang telah

diterapkan. Penilaian kinerja dilakukan perusahaan dengan

membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan anggaran yang

disusun selama periode tertentu.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan pada perusahaan dan peneliti

selanjutnya berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ada yaitu :

1. PT.Perkebunan Nusantara III Medan sebaiknya menerapkan sistem

punishment yang lebih tegas, hal ini sangat penting karena penerapan

punishment yang lebih tegas akan mendorong kualitas manajer bekerja

lebih baik lagi.

2. Manajer pusat pendapatan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan

harus memasang strategi yang lebih jitu agar dapat mencapai target,

sehingga manajer mendapat reward seperti kebijakan oleh perusahaan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para peneliti

selanjutnya, khususnya membahas topik yang sama. Namun peneliti

selanjutnya memilih tempat penelitian yang berbeda dan lebih

memperluas pembahasan mengenai akuntansi pertanggungjawaban.
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LEMBARWAWANCARA

1. Apakah perusahaan telah menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban
dalam perusahaan?

Jawab : Ya, PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah menerapkan sistem
akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab kepada masing- masing karyawan yang tercermin
dalam struktur organisasi perusahaan dan adanya anggaran penjualan sebagai
salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja manajer pusat pendapatan.

2. Apakah terdapat pembagian tugas secara tertulis yang lengkap dengan perincian
intruksi manual untuk setiap pekerjaan?

Jawab : Ya, perusahaan telah membuat pembagian tugas secara tertulis yang
menjelaskan tugas dari masing-masing pusat pertanggungjawaban dalam
perusahaan.

3. Siapakah yang diperlakukan sebagai pusat pendapatan dalam perusahaan?

Jawab : Yang diperlakukan sebagai pusat pendapatan adalah manajer penjualan,
yang bertugas untuk meningkatkan hasil perkebunan yang dijual, membina
hubungan baik dengan perusahaan lain atau pihak ke3, menganalisa pasar,
membuat ramalan penjualan.

4. Siapakah yang bertanggungjawab dalam membuat anggaran penjualan?

Jawab : Yang bertanggungjawab membuat anggaran penjualan adalah manajer
penjualan.

5. Bagaimana proses penyusunan anggaran penjualan pada perusahaan? Apakah
menggunakan pendekatan Top Down, Bottom Up atau Campuran?

Jawab : Perusahaan menggunakan pendekatan bottom up, dimana perusahaan
melibatkan atasan dan bawahan untuk berpartisipasi dalam menyusun rencana
perusahaan secara keseluruhan setiap cabang, kebijakan penyusunan anggaran
yang melibatkan seluruh unit organisasi dalam perusahaan akan menghasilkan
seluruh unit organisasi dalam perusahaan akan menghasilkan anggaran yang lebih
rasional. Yang dibuat dari kebun, kemudian di validasi bagian teknik seperti
pengolahan kemudian hasilnya ke bagian anggaran.

6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh perusahaan dalam
menyusun anggaran penjualan ?

Jawab : Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menyusun
anggaran penjualan yaitu realisasi penjualan yang terjadi pada tahun sebelumnya
serta faktor-faktor seperti faktor alam yang mengahambat pertumbuhan dan faktor
turunnya jumlah pembelian di karenakan persaingan harga dan rendahnya
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pemasok dari pihak lain atau dari pihak ke-3.

7. Dalam menilai anggaran dan realisasi adakah batas yang dianggap
signifikan/material?

Jawab : Tidak ada batasan yang dianggap signifikan dalam menilai anggaran dan
realisasi, perusahaan hanya mempertimbangkan kondisi perekonomian pada saat
yang bersangkutan.

8. Apakah perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja manajer penjualan?
Kapan evaluasi tersebut dilaksanakan?

Jawab : Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja manajer penjualan setiap
enam bulan sekali dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perusahaan akan
menetapkan tindakan perbaikan untuk lebih meningkatkan kinerja manajer
penjualan di periode mandatang.

9. Apakah ada pemberian reward dan punishment kepada manajer penjualan
terhadap pencapaian target penjualan? Jika ada, dalam bentuk apa reward dan
punishment tersebut diberikan?

Jawab : Perusahaan telah menetapkan pemberian reward dan punishment kepada
manajer penjualan terhadap pencapaian target penjualan. Jika kinerja manajer
penjualan dianggap baik/memuaskan, maka manajer tersebut akan diberi reward
berupa tour gratis, kenaikan gaji, dan bahkan kenaikan jabatan. Dan sebaliknya,
jika kinerja manajer penjualan dianggap buruk, maka manajer tersebut akan
mendapatkan teguran.

10. Mengapa pendapatan perusahaan mengalami naik turun yang tidak stabil di
tiap tahunya?

Jawab : Dikarenakan di setiap tahunnya perusahaan mengalami faktor- faktor
yang berbeda- beda di setiap tahunya yang dimana faktor itu sendiri seperti faktor
alam yang tidak bisa kita duga sebelumnya sehingga terjadinya pembuahan yang
tidak sempurna dan tingkat penjualan menurun. Dan terjadinya penurunan tingkat
produksi dari pemasok lainnya.



































































 

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

 
1 

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Tanggal 31 Desember 2021 
(Disajikan dalam Rupiah. kecuali dinyatakan lain) 

 

        
      

     Catatan  31 Desember 2021   31 Desember 2020 
             

ASET 
 

ASET LANCAR 
Kas  dan setara kas  4,36a  2.296.728.412.617    1.940.043.010.061 
Kas yang dibatasi penggunaannya  5     164.248.428.555    -  
Piutang usaha - neto          
 Pihak ketiga   6   -   -  
 Pihak berelasi   6,36b  1.222.006.336.609       176.296.227.670  
Piutang lain-lain - neto         
 Pihak ketiga   7         9.778.769.982    47.530.973.638  
 Pihak berelasi   7,36c  1.100.211.437.389    11.094.757.015.252  
Persediaan   8     623.020.774.205    255.713.565.230  
Aset biologis  9     149.161.889.285    85.827.849.728  
Pajak dibayar di muka  22a       26.239.603.019    23.153.010.438  
Aset lancar lainnya  10              20.950.968.198    8.321.099.632  
             

Total Aset Lancar     5.612.346.619.859   13.631.642.751.649  
             

ASET TIDAK LANCAR 
Piutang lain-lain jangka panjang dari pihak         
 berelasi - bersih   11        17.331.468.144.797       5.515.039.598.407  
Investasi saham - neto  12        32.286.377.891.268     31.825.651.627.680 
Aset pajak tangguhan  22f                 8.305.722.295    - 
Aset tetap - neto  13        17.923.198.947.511    17.281.217.795.563  
Properti investasi  14   1.882.810.000.000     1.773.410.000.000  
Aset hak guna  17        21.787.540.979     19.880.205.514 
Beban tangguhan hak atas tanah - neto  15        70.240.572.962    74.286.514.894  
Tagihan pajak  22b      509.497.337.394    453.465.743.339  
Aset tidak lancar lainnya - neto   16        23.043.752.067    23.221.628.081 
             

Total Aset Tidak Lancar             70.056.729.909.273   56.966.173.113.478  
             

TOTAL ASET              75.669.076.529.132   70.597.815.865.127  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

 
2 

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 

Tanggal 31 Desember 2021 
(Disajikan dalam Rupiah. kecuali dinyatakan lain) 

 
    Catatan  31 Desember 2021   31 Desember 2020 
             
 

LIABILITAS JANGKA PENDEK 
Utang bank jangka pendek   18   -   3.366.437.985.322  
Utang usaha          
 Pihak ketiga   19        515.524.099.792   349.943.653.012  
 Pihak berelasi   19,36f          30.255.810.173   16.751.087.994  
Utang lain-lain          
 Pihak ketiga   20   71.205.429.354   66.836.840.313  
 Pihak berelasi   20,36g   59.547.628.702   105.267.670.663  
Uang muka pelanggan  21   195.284.425.931   31.340.472.323  
Utang pajak   22c   632.779.774.247   64.972.118.607  
Biaya masih harus dibayar  23   840.238.423.785   539.504.011.787  
Bagian lancar atas pendapatan          
 diterima di muka   24   -   2.083.995.369  
Bagian lancar atas utang          
 jangka panjang   25   2.462.228.096.370   13.035.168.524.634  
Bagian lancar atas liabilitas sewa  17   22.547.809.758   8.450.741.812 
Bagian lancar atas liabilitas 
 imbalan kerja karyawan  26   412.583.826.061   421.613.271.298 
             

Total Liabilitas Jangka Pendek      5.242.195.324.173   18.008.370.373.134  
             

 

LIABILITAS JANGKA PANJANG 
Utang kepada pemegang saham  36i   1.751.337.360.411   - 
Utang lain-lain jangka panjang         
 kepada pihak berelasi   36j   16.497.197.543   15.563.745.734  
Pendapatan diterima di muka          
 setelah dikurangi bagian yang         
 jatuh tempo dalam satu tahun   24   354.487.896.986   337.820.581.472  
Utang jangka panjang - setelah         
 dikurangi bagian yang jatuh         
 tempo dalam waktu satu tahun  25   13.637.317.680.966   646.544.179.055  
Liabilitas imbalan kerja karyawan   26   2.115.860.546.515   2.303.784.191.285  
Liabilitas pajak tangguhan - neto   22f   -   145.071.698.942  
Liabilitas sewa jangka panjang  17   4.066.861.113   12.209.549.448 
             

Total Liabilitas Jangka Panjang    17.879.567.543.534     3.460.993.945.936  
             

Total Liabilitas    23.121.762.867.707   21.469.364.319.070  
            

 

EKUITAS  
Modal saham – nilai nominal 
 Rp1.000.000 per saham 
 Modal dasar – 66.600.000 saham 
 Modal ditempatkan disetor penuh – 
 40.216.132 saham  27   40.216.132.000.000   40.216.132.000.000 
Tambahan modal disetor     -   - 
Komponen ekuitas lainnya   27   (76.401.287.234)   (22.894.979.682) 
Penghasilan komprehensif lain      3.059.808.590.064   2.039.498.940.244 
Saldo laba       
 Ditentukan penggunaannya     1.603.336.719.707   1.603.336.719.707 
 Belum ditentukan penggunaannya     7.744.437.638.888   5.292.378.865.788 
             

Total Ekuitas    52.547.313.661.425    49.128.451.546.057 
            

Total Liabilitas dan Ekuitas                     75.669.076.529.132  70.597.815.865.127 
            



 

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 
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PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 
(Disajikan dalam Rupiah. kecuali dinyatakan lain) 

            
  

        Tahun yang berakhir pada 
        tanggal 31 Desember 
             

     Catatan   2021    2020 
            

           

PENDAPATAN  29    10.440.394.474.376   6.752.338.803.203  

          
BEBAN POKOK PENJUALAN  30   5.255.426.992.159   3.884.741.639.327  
            

         

LABA BRUTO     5.184.967.482.217   2.867.597.163.876  

          
Keuntungan (kerugian) atas perubahan       
 nilai wajar aset biologis  9   63.334.039.557                 3.111.097.595  
Beban pemasaran dan penjualan  31          (182.226.973.275)  (226.219.514.590) 
Beban umum dan administrasi  32       (1.893.843.160.278)      (1.742.538.393.515) 
Pendapatan operasi lain  33   495.807.279.403   527.942.430.670  
Beban operasi lain  34          (452.538.592.844)  (285.731.295.022) 
            

LABA USAHA     3.215.500.074.780   1.144.161.489.014  
            

         

Bagian laba entitas asosiasi        -  
Pendapatan keuangan  35   1.252.282.006.982   1.696.715.173.408  
Beban keuangan  35       (1.293.495.071.453)     (1.366.970.287.710) 
            

         

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN     3.174.287.010.309   1.473.906.374.712  

             
BEBAN PAJAK PENGHASILAN  22f           772.663.672.795   290.960.515.670  
            

         

LABA TAHUN BERJALAN     2.401.623.337.514   1.182.945.859.042  

             
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:          

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: 
 Revaluasi aset tetap – tanah     1.020.309.649.820       -  
 Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja     64.660.814.854   42.263.475.433  
 Pajak penghasilan terkait              (14.225.379.268)  (9.297.964.595) 
            

         

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN     1.070.745.085.406   32.965.510.838  
            

         

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF  
 TAHUN BERJALAN     3.472.368.422.920   1.215.911.369.880  
            

         

LABA PER SAHAM DASAR  37   59.718   29.415  
            

 
 

 

 

 

 



 

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 
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PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

Tahun yang Berakhir pada Tggal 31 Desember 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah. kecuali dinyatakan lain) 

 
 

        
 

                                           Penghasilan konferhensif lain      Saldo Laba  
        Modal saham                                      
        ditempatkan                Penghasilan          Penghasilan                      Cadangan              Belum    
        dan disetor       Modal             komprehensif lain             komprehensif lain                (ditentukan                    ditentukan    
     Catatan   penuh      lainnya        non-revaluasi aset tetap   revaluasi aset tetap  penggunaannya)           penggunaannya    Total   
                                                                                                                                         

Saldo per 31 Desember 2019     34.059.877.000.000      (22.894.979.682)                                    -         2.039.505.373.935         1.603.336.878.563    4.076.467.495.908           41.756.291.768.724 
                         
Tambahan setoran modal  27    6.156.255.000.000                       -              -                                         -                            (158.856)  -             6.156.254.841.144 
Laba tahun berjalan                                                -                       -                  -          -                 1.182.945.859.042             1.182.945.859.042 
Penambahan modal saham melalui                      

Perhitungan nilai wajar pengalihan                      
Saham milik pemerintah                                  -                       -              -          -     - -                                         - 

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja                                  -                       -              -          -                     32.965.510.838                  32.965.510.838 
Surplus revaluasi aset tetap                                                -                         -                                        (6.433.691)        - -  (6.433.691 ) 
                        

Saldo per 31 Desember 2020     40.216.132.000.000 (22.894.979.682)                            2.039.498.940.244            1.603.336.719.707      5.292.378.865.788    49.128.451.546.057 
                         
Tambahan setoran modal  27                                 - (53.506.307.552)                                  -          -     - -                 (53.506.307.552) 
Laba tahun berjalan                                   -                        -              -          -      -        2.401.623.337.514   2.401.623.337.514  
Penambahan modal saham melalui     

perhitungan nilai wajar pengalihan     
saham milik pemerintah                                   -                        -              -          -      - -   - 

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja                                   -                        -              -          -                    50.435.435.586   50.435.435.586 
Surplus revaluasi aset tetap                                   -                        -              -             1.020.309.649.820      - -   1.020.309.649.820 
                       

Saldo per 31 Desember 2021     40.216.132.000.000 (76.401.287.234)                                  -             3.059.808.590.064             1.603.336.719.707        7.744.437.638.888   52.547.313.661.425 

                    



PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
CATATAN LAPORAN KEUANGAN 
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 

31 Desember 2021 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
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                                   PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) 
LAPORAN ARUS KAS  

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 
 (Disajikan dalam Rupiah. kecuali dinyatakan lain) 

 
 

        31 Desember 2021    31 Desember 2020  
            

           

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI          

Penerimaan kas dari pelanggan      9.341.075.848.158   6.773.399.640.896  
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan          (5.865.263.550.810)     (4.550.363.060.782) 
             

Kas yang diperoleh dari operasi      3.475.812.297.348   2.223.036.580.114  
Penerimaan kas lainnya      62.154.548.057   87.982.858.197  
Penerimaan dari restitusi pajak     154.876.450.011   454.608.064.067 
Penerimaan bunga     13.302.505.813   - 
Pembayaran pajak penghasilan     (755.992.075.952)   (500.145.876.703) 
Pembayaran program PKBL      (17.586.760.538)   (21.519.383.416) 
Pembayaran bonus karyawan dan tantiem     (425.575.411.804)   (362.966.985.752) 
Pembayaran kas lainnya     (362.904.805.103)   (275.036.734.253) 
             

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi     2.144.086.747.832   1.605.958.522.254  
             

           

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI     

Penerimaan bunga     7.003.336.157    118.700.220  
Penerimaan dividen      -   942.025.418  
Penjualan aset tetap      -   217.046.718.259 
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya            (164.248.428.555)                                    -  
Penambahan aset tanaman produktif               (88.323.306.589)  (119.575.884.974) 
Penambahan aset tetap            (173.158.419.180)  - 
Penambahan aset tidak lancar lainnya     7.707.174.600   - 
Penambahan investasi pada entitas asosiasi dan afiliasi                (9.255.570.556)  - 
             

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi             (420.275.214.123)  98.531.558.923  
             

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN       

Penerimaan dari pinjaman bank                                                3.064.633.749.092   1.414.679.229.121  
Penerimaaan pinjaman dari pihak berelasi      3.321.854.386.711   2.460.097.011.754  
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi      (2.556.911.973.880)   (2.089.517.992.123) 
Pembayaran utang bank      (4.126.917.457.641)   (2.932.290.116.273) 
Pembayaran bunga       (1.077.600.123.598)   (1.159.714.923.120) 
             

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan     (1.374.941.419.316)   (2.306.746.790.641) 
             

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS     348.870.114.393   (602.256.709.464) 
          
DAMPAK NETO SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS   7.815.288.163           (24.131.783.585) 
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN     1.940.043.010.061   2.566.431.503.110  
             

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN     2.296.728.412.617   1.940.043.010.061  
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